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I N T I S A R I 
 
Latifa Nour Azizah, Nomor Induk Mahasiswa E12113526, Program Studi 
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin Menyusun Skripsi Dengan Judul Analisis Proses Pembentukan 
Peraturan Daerah mengenai Lembaga Adat daerah Di Kabupaten Gowa, 
dibawah bimbingan  Ibu Dr. Hj. Nurlina, M.Si sebagai Pembimbing I dan. Dr. 
Jayadi Nas, M.Si sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perancangan, pembahasan, 
dan penetapan Perda (peraturan daerah) LAD (Lembaga Adat Daerah) di 
Kabupaten Gowa serta faktor yang berpengaruh. Metode Penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengurai data secara 
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi 
pustaka, serta dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis 
Pengelompokan data, Reduksi data, dan Analisis Isi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perancangan, pembahasan, 
dan penetapan dalam pembuatan Perda LAD di Kabupaten Gowa telah 
mengikuti prosedur penyusunan Peraturan Daerah. Namun menimbulkan 
beberapa kontroversi dalam pengesahannya menimbulkan konflik antar 
pemerintah daerah dan salah satu komunitas adat yang merupakan 
keturunan langsung dari raja Gowa yang menganggap perda ini tidak melalui 
sosialisasi ke masyarakat adat.Proses perancangan, pembahasan dan 
penetapan Perda LAD di Kabupaten Gowa dipengaruhi berbagai faktor, baik 
faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi 
peraturan perundang-undangan dan dukungan dari lembaga legislatif. 
Sedangkan Faktor penghambat meliputi Komunikasi yang kurang baik antara 
pemerintah daerah dengan keluarga kerajaan.  
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ABSTRACT 
 
Latifa Nour Azizah, E12113526, Government Studies, Faculty of Social and 
Political Sciences, Hasanuddin University. The Tittle of the research is 
Analysis of the Process  Establishing Local Regulation of Customary 
Institution in Gowa Regency, under the guidance of Mrs. Dr. Hj. Nurlina, M.Si 
as First Counselor and. Dr. Jayadi Nas, M.Si as Supervisor II. 
 
This research aims to find out the process of designing, discussing, and 
determining local regulations (LAD) (Regional Adat Institute) in Gowa 
Regency as well as influential factors. The research method used is 
qualitative research by parsing the data descriptively. Technique of collecting 
data is done by interview, literature study, and documentation by using 
analysis technique of data grouping, data reduction, and Content Analysis. 
 
The results of this study indicate that the process of designing, discussing, 
and determining in the making of LAD ragulation in Gowa Regency has 
followed the procedure of the existing regency. But caused some controversy 
in its endorsement to cause conflict between local government and one 
indigenous community which is direct descendant of king Gowa who consider 
this local regulation not through socialization to indigenous society. The 
process of design, discussion and determination of LAD regulation in Gowa 
Regency influenced by various factors, both supporting factors and inhibiting 
factors. Supporting factors include legislation and support from the 
legislature. While the inhibiting factors include poor communication between 
the local government and the loyal family. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan pengaturan agar 
tujuan yang ingin dicapai berjalan sesuai harapan. Dalam hal ini, pemerintah 
mengeluarkan produk-produk hukum yang mengatur tatanan bernegara.Pada 
era otonomi saat ini, salah satu bentuk produk hukum yang vital dalam 
pembangunan kesejahteraan rakyat adalah peraturan daerah. Hal ini 
dikarenakan Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang hanya 
mempunyai konstitusi  di tingkat pusat  dan pada tingkat provinsi tidak ada 
konstitusi tersendiri, namun hanya diberikan kewenangan untuk membentuk 
peraturan daerah dan produk hukum lainnya.1 
Peraturan daerah secara eksplisit dijelaskan Dalam UU  No. 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan 
membagi dua jenis peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah 
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur,2 dan 
                                                            
1Ramadhany, Irsyadi. 2015. Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris. Yogyakarta: 
TRussmedia Publishing. Hal. 18. 
2Dalam Pasal 1 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 7 
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Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.3 
Rumusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) sebagai unsur pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU 
No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dapat dipahami 
bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga harus didasarkan 
pada prinsip Negara hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah  
sebagai eksekutif yang dalam bahasa latin disebut execure yang dapat 
diartikan “melakukan atau melaksanakan”, dan legislatif sebagai badan yang 
membentuk hukum  yang akan dilaksanakan oleh eksekutif. Pemahaman 
diatas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di level daerah 
juga harus dilakukan dalam konteks rechtsstaats maupun rule of law yang 
segala bentuk kegiatan penyelenggaraan kekuasaanya didasarkan pada 
hukum, bukan kekuasaan belaka. 
Ditegakkannya prinsip Negara hukum di level pemerintahan daerah 
tersebut, maka pemerintahan daerah diberikan hak untuk membentuk produk 
hukum atau peraturan didaerah. Hal ini merupakan dasar hukum bagi 
                                                            
3Dalam Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 
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pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, agar 
tidak terjadi kesan adanya kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan.Hak tersebut merupakan hak atribusi yang diberikan langsung 
oleh konstitusi.UUD NRI tahun 1945 pasal 18 menegaskan bahwa 
pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 
Peraturan daerah berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari 
peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu undang-
undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan produk hukum 
lainnya yang lebih tinggi. Peraturan daerah dapat digolongkan sebagai 
legislatif act yang dibentuk oleh lembaga legislatif lokal merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Peraturan daerah harus 
dibentuk dalam satu kesatuan hukum nasional,  baik dalam materi muatan 
yang dikandungnya, maupun pada aspek formil pembentukannya. 
 Dalam memutar roda organisasi pemerintahan di Kabupten Gowa baik 
itu dari segi pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta dalam 
menghadapi konflik, gejolak dan permasalahan pemerintahan di daerah, 
kepala daerah Kabupaten Gowa secara terus- menerus di perhadapkan oleh 
berbagai tuntutan dan tantangan, baik secara internal maupun eksternal, 
yang harus direspon dan diantisipasi sekaligus merupakan ujian terhadap 
kapabilitas dan kompetensi kepala daerah Kabupaten Gowa. Landasan 
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normatif penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berubah dalam 
beberapa kurun waktu tertentu, akibat pengaruh perubahan politik 
pemerintahan, telah memberi warna tersendiri dalam pola kegiatan, pola 
kekuasaan, dan pola perilaku kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten 
Gowa. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 sampai dengan 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, sebagai ketentuan normatif yang 
mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah mengatur 
kedudukan, tugas, fungsi, kewajiban, dan persyaratan kepala daerah. 
Atas dasar tugas dan wewenang kepala daerah maka terbentuklah 
peraturan daerah di Kabupaten Gowa mengenai Lembaga Adat Daerah atau 
yang lebih dikenal dengan sebutan Perda LAD Kabupaten Gowa yang 
ditetapkan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2016. Peraturan Daerah tersebut 
memicu berbagai macam tindakan penolakan dikalangan masyarakat adat 
dan masyarakat setempat seperti tindakan masyarakat adat Gowa meminta 
Perda LAD ini segera di cabut, Massa kerajaan Gowa mengancam cabut 
Perda LAD atau Gowa lautan darah, Masyarakat Gowa berdemo di depan 
kantor DPRD Kabupaten Gowa, sampai dengan Pembakaran Kantor DPRD 
Kabupaten Gowa terkait dengan isi perda tersebut yang menyebutkan bahwa 
Pada Bab I Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Bupati adalah Bupati gowa 
sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran 
sombaya. Perluh diketahui bahwa Sombaya dulunya adalah pemimpin 
tertinggi di Kerajaan Gowa. 
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Namun Pengaturan dalam semua Undang-Undang tentang 
pemerintahan daerah telah meletakkan peranan kepala daerah sangat 
strategis mengingat kepala daerah merupakan komponen signifikan bagi 
keberhasilan pembangunan nasional, karena pemerintahan daerah 
merupakan subsistem dari pemerintahan nasional atau Negara. Dalam 
pendekatan pelayanan, kepala daerah juga merupakan komponen strategis 
dalam mengupayakan terwujudnya pelayanan yang berkualitas, baik 
pelayanan internal dalam organisasi maupun pelayanan eksternal kepada 
masyarakat. Dalam konteks hubungan kepala daerah dengan DPRD, guna 
perumusan dan implementasi kebijakan publik, peranan kepala daerah 
sangat strategis, bukan hanya untuk merumuskan dan mengambil inisiatif, 
tetapi juga untuk mempengaruhi keputusan yang dihasilkan. Kepala daerah 
sebagai puncak suatu piramida hierarki administratif, memiliki peranan dalam 
menjalankan keseluruhan peraturan daerah yang dibuat bagi pemerintah 
daerah yang lebih tinggi atau badan perwakilan daerah. Dengan demikian ia 
memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang diperlukan untuk 
menjalankan peraturan dari unit pemerintahan yang lebih tinggi Pembagian 
Urusan Pemerintah Konkuren Mengenai Lembaga Adat Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan  
masyarakat maka dilakukan pembagian urusan pemerintahan oleh Presiden 
kepada penyelenggara pemerintahan daerah sesuai konsep dan asas 
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otonomi daerah. Otonomi daerah kemudian memberikan hak, wewenang, 
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan sesuai 
konsep otonomi daerah maka dilakukan pembagian urusan pemerintahan 
yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan 
konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren 
adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (Pasal 9 UU Pemda). 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa mengenai Lembaga Adat Daerah 
memicu berbagai macam tanggapan dari berbagai pihak terutama mengenai 
isi Perda pada BAB I Pasal 1 ayat 3 yang berbunyiBupati adalah Bupati 
Gowa sebagai Ketua Lembaga Adat Daerah yang menjalankan fungsi dan 
peran Sombaya. Tujuannya untuk menjaga seluruh asset-asset peninggalan 
sejarah dan melestarikan adat dan budaya Gowa. Akan tetapi ada banyak 
kejadian dalam proses yang mendasari terbentuknya Peraturan Daerah 
mengenai Lembaga Adat Daerah tersebut. 
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Tidak sedikit kalangan yang menolak terutama dari masyarakat Gowa 
dan keluarga-keluarga kerajaan yang mengaggap bahwa Bupati Gowa tidak 
lagi menghargai dan tidak memiliki nilai penghormatan pada nilai-nilai budaya 
yang masih dijaga oleh keluarga-keluarga kerajaan. 
 Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan di atas, 
rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini mencoba 
menggambarkan bagaimana proses pembuatan dan pelaksanaan dari Perda 
No 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa¸ adapun 
permasalahan yang akan saya teliti adalah : 
1. Bagaimana Proses Pembentukan Perda LAD Kabupaten Gowa ? 
2. Apa saja yang menjadi Faktor pendukung dan penghambat dalam 
proses pembentukan Perda LAD ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 
1) Untuk mengetahui dan menggambarkan proses pembentukan Perda 
LAD Kabupaten Gowa 
2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan 
penghambat  pembentukan Perda LAD 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi 
manfaat sebagai berikut : 
1. Kegunaan Akademis, hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan 
kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu 
pemerintahan 
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 
masukan bagi yang menangani langsung tentang masalah Perda 
No 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa 
3. Kegunaan Metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 
bahan acuan bagi penelitian berikutnya. 
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BAB II 
Tinjauan Pustaka 
2.1 Landasan Teori 
 Landasan teori merupakan teori yang relevan yang digunakan untuk 
menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk 
memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan 
(hipotesis), dan penyusunan instrument penelitian. Teori yang digunakan 
bukan sekedar pendapat dari pengarang atau pendapat lain, tetapi teori yang 
benar-benar telah teruji kebenarannya. 
Dalam landasan teori ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 
(1) nama pencetus teori, (2) tahun dan tempat pertama kali, (3) uraian ilmiah 
teori, (4) relevansi teori tersebut dengan upaya peneliti untuk mencapai 
tujuan atau target penelitian. 
2.1.1. Konsep Pemerintahan 
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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1945.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan 
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan  daerah. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. 
Daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap 
daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai 
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Gubernur, Bupati 
dan walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, 
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah 
daerah menjalankan otonomi seluas-luasya, kecuali urusan pemerintahan 
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 
Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 
dikemukakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan 
Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan. Secara formal, otonomi daerah 
diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundangan 
yang berlaku. Berdasarkan literatur otonomi dapat dibedakan menjadi 
otonomi materiil, formil, riil. Sebagai realisasi asas desentralisasi kepada 
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Daerah, diserahkan berbagai kewenangan pemerintahan yang wajib 
dilaksanakan sekitar 11 bidang pemerintahan. 
a. Tugas pokok Pemerintah Daerah 
Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan 
daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 
Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menyatakan bahwa:  
“pembagian kekuasaan berarti “kekuasaan itu memang dibagi-bagi 
dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak 
dipisahkan”4.  
 
Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu 
dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Pendapat tersebut berbeda 
dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa: 
“kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan 
kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and 
                                                            
4Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988.Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. UI Press. 
Jakarta. hal: 140 
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balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi 
serta mengendalikan satu sama lain” 5. 
 
Namun keduanya ada titik kesamaan, yaitu memungkinkan adanya 
koordinasi atau kerjasama. Selain itu pembagian kekuasaan baik dalam arti 
pembagian atau pemisahan yang diungkapkan dari keduanya juga 
mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membatasi kekuasaan sehingga 
tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang memungkinkan 
terjadinya kesewenang-wenangan.  
Menurut de Montesquieu seorang sarjana hukum berkebangsaan  
Perancis yang lahir pada tahun 1689 daam bukunya yang berjudul: L Esprit 
de Lois disebutkan bahwa dalam suatu kekuasaan pemerintahan harus 
dipisah-pisahkan dalam tiga jenis kekuasaan, baik mengenai fungsi dan 
kewenangannya, maupun tentang alat perlengkapannya. Ajaran Montesquieu 
tersebut dikenal dengan Trias Politica. Secara singkat isinya adalah sebagai 
berikut 6 : 
1. Kekuasaan Legislatif  (le pouvoir legislatif), yaitu kekuasaan 
untukmembentuk undang-undang.Kekuasaan ini dilaksanakan oleh   
suatubadan perwakilan rakyat (Parlemen / DPRD). 
                                                            
5Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. hal: 58 
6Op.cit hal. 152. 
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2. Kekuasaan Eksekutif (le pouvoir executif ), yaitu  kekuasaan  untuk 
melaksanakan undang-undang, mengadakan perdamaian dengan 
negara-negara lain, menjaga tertib, menindas pemberontakan dan lain-
lain. Kekuasaan itu dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden atau raja 
dengan bantuan kabinet). 
3. Kekuasaan Yudikatif (le pouvoir judikatif), yaitu kekuasaan untuk 
menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan memberikan putusan apabila 
terjadi perselisihan antara para warga. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh 
badan peradilan (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan 
lembaga peradilan lainnya. Indonesia secara eksplisit tidak menganut 
ajaran Trias Politica. Hal itu diungkapkan oleh Moh. Mahmud. MD, 
bahwa: 
“UUD 1945 tidak menganut ajaran trias politica, karena poros-poros 
kekuasaan di Indonesia tidak hanya terdiri dari tiga melainkan lima, 
yakni legislatif (presiden dan DPR/DPRD), eksekutif (presiden), yudikatif 
(Mahkamah Agung), auditif (Badan Pemeriksa Keuangan) dan 
konsultasi (Dewan Pertimbangan Agung). Disamping kelima lembaga 
tersebut, masih ada lembaga yang sifatnya suprematif, yakni Majelis 
Permusyarawatan Rakyat (MPR). Namun demikian, dengan melihat 
adanya ketiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, sudah 
jelas bahwa UUD 1945 sangat dipengaruhi oleh ajaran trias politica. 
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Poros-poros kekuasaan Negara yang diletakkan pada posisi yang 
terpisah mutlak, tetapi dijalin oleh satu hubungan kerjasama fungsional.7 
Indonesia menganut doktrin trias politica dalam arti pembagian 
kekuasaan, karena pada implementasinya lembaga legislatif, eksekutif dan 
yudikatif adalah lembaga yang paling dominan berperan dalam 
menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan fungsinya. Diperlukan 
kemandirian dari masing-masing lembaga tersebut dan tidak adanya 
intervensi satu sama lain. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga wibawa 
masing-masing lembaga tersebut. 
Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara seperti 
diatur di dalam UUD (konstitusi) suatu Negara. Pemerintah dalam arti luas 
adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang 
bersangkutan disebut pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat 
misalnya di Indonesia di bawah UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan 
meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Pemerintah dalam arti sempit 
yaitu lembaga Negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.8Ryaas 
Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu : 
1. Fungsi pelayanan (public service ) 
2. Fungsi pembangunan (development ) 
                                                            
7Moh.mahfud. MD. 1999Hukum dan Pilar-pilar  Demokratis, Gama Media, Yogyakarta  hal: 296 
8Talidziduhu Ndraha,Op cit,  hlm 74 
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3. Fungsi pemberdayaan ( empowering ) 
4. Fungsi pengaturan (regulation )9 
Menurut Ryaas Rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan 
adalah menjaga  ketertiban dalam kehidupan  masyarakat sehingga setiap 
warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. 
Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada 
masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. 
Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya 
dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat 
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan. 
b. Eksekutif (Pemerintah Daerah) 
Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat 
daerah. Dalam sistem Pemerintahan Daerah, Pemerintah atau Kepala 
Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi yang dapat diartikan sebagai 
perangkat daerah untuk menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan 
jalannya pemerintahan 10. 
Eksekutif berasal dari kata eksekusi yang berarti pelaksana. Lembaga 
eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan untuk menjadi pelaksana dari 
                                                            
9Afan Gaffar,Syaukani,Ryass Rasyid .Otonomi Daerah.Pustaka Pelajar dan Pusat pengkajian Etika 
Politik dan Pemerintahan hal 24 
10Ibid  
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peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif. 
Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Eksekutif 
merupakan pemerintahan dalam arti sempit yang melaksanakan 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan haluan Negara, untuk mencapai tujuan Negara 
yang telah ditetapkan sebelumnya.  Organisasinya adalah kabinet atau 
dewan menteri dimana masing-masing menteri memimpin departemen dalam 
melaksanakan tugas wewenang, dan tanggung jawabnya.   
Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah pada pasal 65 menegaskan bahwa Kepala daerah 
mempunyai tugas yang berkaitan dengan pembentukan Perda sebagai 
berikut: 
1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yangditetapkan bersama DPRD pemerintah 
daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD 
2. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD kepada 
DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan 
RKPD 
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, 
rancangan Perda tentang perubahanAPBD, dan rancangan Perda 
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tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 
dibahas bersama. 
4. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Adapun wewenang kepala daerah yang berkaitan pembentukan perda 
adalah sebagai berikut : 
1. Mengajukan rancangan perda 
2. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD 
Berdasarkan uraian di atas, tugas dan kewenangan Kepala Daerah 
merupakan hal yang sangat vital di setiap daerah.Hal ini menjadi penentu 
arah setiap kebijakan yang harus dan tidak semestinya dilakukan oleh 
pemerintah di daerah. Legalitas mengenai tugas dan kewenangan tersebut 
secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 
berlandaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Salah satu tugas dan kewenangan Kepala Daerah yang berkaitan 
dengan Peraturan Daerah yakni mengajukan rancangan Perda dan termasuk 
APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama DPRD.Realitas 
tersebut menunjukan keterkaitan hubungan yanang erat antara pihak 
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eksekutif dan legislative dalam melahirkan peraturan yang memuat 
kepentingan rakyat. 
Selain mempunyai tugas dan kewenangan, Kepala Daerah juga  mempunyai 
fungsi yaitu sebagai berikut :  
1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 
yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. 
Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan 
umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. 
 
Pemerintahan Daerah tidak hanya memiliki kepala daerah  tetapi juga 
memiliki wakil kepala daerah agar mampu bersama-sama menjalankan roda 
pemerintahan. Adapun tugas wakil kepala daerah menurut Undang Undang 
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 66 yaitu : 
1. Membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 
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2. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi 
vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil 
pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan 
perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan 
pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. 
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan 
kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi. 
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan diwilayah 
kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah 
kabupaten/kota.Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala 
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  
5. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang 
diberikan oleh kepala daerah. 
6. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala 
daerah berhalangan. 
c. Legislatif (DPRD) 
Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan 
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
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pemerintahan daerah11. DPRD dibentuk sebagai legislatif di daerah, 
kedudukan DPRD sejajar dengan Kepala Daerah, keanggotaan DPRD dipilih 
langsung secara demokratis oleh rakyat.Hal ini agar anggota DPRD lebih 
meningkatkan akuntabilitas kepada rakyat yang telah memilihnya. 
Adapun fungsi DPRD Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tentang 
Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Fungsi DPRD : 
a) Fungsi Legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. 
Hal ini tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan 
Peraturan Daerah bersifat eksklusif dan tertutup. Untuk itu, mekanisme 
penyusunan Perda yang dituangkan dalam Peraturan Tatat Tertib 
DPRD harus dibuta sedemikian rupa agar mampu menampung 
aspirasi rakyat. Fungsi ini dilaksanakan dengan cara membahas 
bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak, menyetujui rancangan 
Perda Provinsi, mengusulkan usul rancangan Perda, menyusun 
program pembentukan Perda bersama Gubernur. 
b) Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk 
persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang 
APBD provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh Gubernur.  
                                                            
11Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 
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c) Fungsi pengawasan. Dalam hal ini, pihak legislatif mengontrol 
pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah 
daerah 
  Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan, selanjutnya DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil 
pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa  Keuangan, 
kemudian DPRD provinsi melakukan pembahasan  terhadap laporan hasil 
pemeriksaan laporan keuangan. Serta DPRD provinsi dapat meminta 
klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada 
Badan Pemeriksa Keuangan. 
  Adapun tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk peraturan 
daerah provinsi bersama  gubernur. Membahas dan memberikan persetujuan 
rancangan  peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan  dan belanja 
daerah provinsi yang diajukanoleh gubernur, Melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan  peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan  
belanja daerah provinsi, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian  
gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden  melalui Menteri Dalam 
Negeri untuk mendapatkan  pengesahan pengangkatan dan atau 
pemberhentian, memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan 
wakil gubernur. 
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  Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada  pemerintah daerah 
provinsi terhadap rencana  perjanjian internasional di daerah, memberikan 
persetujuan terhadap rencana kerja  sama internasional yang dilakukan oleh 
pemerintah  daerah provinsi, meminta laporan keterangan 
pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan  
daerah provinsi, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja  sama 
dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga  yang membebani masyarakat 
dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah  sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan, dan  melaksanakan tugas dan 
wewenang lain yang diatur  dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
  DPRD provinsi memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat.Hak interpelasi adalah hak DPRD Provinsi untuk 
meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan Pemerintah 
Daerah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Hak angket adalah hak DPRD 
Provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah 
Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 
kehidupan masyarakat, Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dan Hak menyatakan 
pendapat adalah hak DPRD Provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap 
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kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi  di daerah 
provinsi disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak 
lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 
d.  Hubungan Eksekutif dan Legislatif 
  Sistem presidensial (presidensil), atau disebut juga dengan system 
kongresional, merupakan system pemerintahan negara republik di mana 
kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan 
legislatif12. Sistem pemerintahan dengan bentuk kabinet Presidensial 
merupakan kabinet yang menteri–menterinya bertanggung jawab 
kepadapresiden, agar para menteri tidak berlindung di bawah kekuasaan 
presiden apabila melakukan kesalahan. Badan legislatif (perlemen) dengan 
badan eksekutif (presiden dan menterinya) harus saling mengawasi secara 
ketat (checking power with power). 
 Presidensil cenderung memisahkan kepala eksekutif dari dewan 
perwakilan rakyat. Sangat sedikit media tempat di mana eksekutif dan 
legislatif dapat saling bertanya satu sama lain. Sesuai dengan ketentuan 
Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2014, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah adalah salah satu alat Daerah disamping Kepala Daerah. Di 
dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut diterangkan bahwa: 
                                                            
12http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah. Diakses Pada Tanggal 03 oktober 
2016. 
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“Kontruksi yang demikian ini menjamin adanya kerjasama yang serasi 
antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 
mencapai tertib Pemerintahan di daerah .Dengan demikian ,maka 
dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah ,ada pembagian tugas 
yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara Kepala 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu kepala Derah yang 
memimpin di bidangEksekutif dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah 
bergerak dalam bidang legislatif”13. 
 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tugas Pokok 
Kepala Daerah adalah sebagai pelaksana kebijaksanaan Daerah atau 
Administrator, sedangkan tugas pokok DPRD adalah menetapkan 
kebijksanaan Daerah atau Administrator, se-Daerah. Kebijaksanaan itu di 
wujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. Jadi secara singkat DPRD mempunyai dua fungsi, yakni: 
(1) Sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan 
daerah  
(2) Sebagai pegawas atau pelaksanaan kebijaksanaan Daerah yang 
dijalankan oleh Kepala Daerah . 
                                                            
13Bintan Ragen Saragih ,”Himpunan Undang-Undang Dasar ,Undang-undang dan Beberapa Aturan 
Lainnya Tentang Pemerintah Daerah Indonesia”,Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya ,Jakarta 
1984 ,hlm 510-511 
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DPRD sebagai mitra kerja eksekutif, tentu dikaitkan dengan 
penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, DPRD sebagai mitra eksekutif 
bukanlah berarti bekerja sama untuk memenuhi kepentingan masing-masing 
pihak dalam arti kepentingan perseorangan, kelompok dan atau kepentingan 
partai, akan tetapi semata-mata antar dua lembaga tersebut dalam 
mengambil kebijakan – kebijakan yang telah disepakati secara bersama-
sama dapat diimplementasikan untuk kepentingan rakyat di daerah dan 
negara. Masing-masing lembaga dalam pelaksanaanfungsinya bisa saling 
memahami akan tugas yang melekat pada masing-masing lembaga tersebut 
secara proporsional, tanpa saling mencurigai, membawahi, lebih 
menonjolkan/mendominasi dan lain sebagainya. 
 Pola hubungan antar kepala daerah (eksekutif) dengan DPRD (legislatif) 
terdiri dari 3 pola hubungan  yang secara realistik dapat dikembangkan. 
Ketiga hubungan itu yakni pertama, bentuk komunikasi sebagai salah satu 
proses penyampaian pikiran, perasaan dari seseorang kepada orang lain14. 
Istilah komunikasi (Indonesia) diambil dari Perkataan Inggris yaitu 
Communicatio. Istilah ini bersumber dari bahasa Latin communis, yang dalam 
bahasa inggris berarti common, yang dapat diterjemahkan kedalam bahasa 
Indonesia yaitu sama15.  Berkomunikasi berarti kita membangun 
kebersamaan dengan membentuk suatu kontak dalam perhubungan. Ini 
                                                            
14Erliana Hasan. Komunikasi Pemerintahan. Refika Aditama. Jatinangor. 2005. Hal : 17 
15Abburrachman, Oemi. Dasar-dasar Public Relations.Alumni. Bandung. 1995. Hal : 56 
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berarti individu-individu saling memberi keterangan, pikiran dan sikap-sikap 
dalam melakukan hubungan16 
 Menurut warther dan Davis bahwa organisasi tidak dapat berdiri tanpa 
komunikasi. Komunikasi merupakan suatu cara untuk menghubungi orang-
orang lain dengan perantaraan ide, fakta, pikiran dan nilai dan merupakan 
jembatan pengertian diantara orang-orang sehingga mereka dapat membagi 
apa yang mereka rasakan dan yang diketahuinya.  
 Kedua, Bentuk kerjasama atas beberapa subjek, program, masalah dan 
pengembangan regulasi.Secara etimologikerjasama berasal dari bahasa 
Inggris “Cooperation” yang memiliki arti yang sama yakni kerjasama. 
Kerjasama merupakan kegiatan bersama antara dua orang atau lebih untuk 
mencapai tujuan yang sama. kerjasama kemudian berkembang dengan 
munculnya pengertian-pengertian baru yang lebih kontemporer sesuai 
dengan pergerakan zaman. Kerjasama pada masa lalu identik dalam usaha 
perdagangan, pada masa sekarang kerjasama menyentuh semua bidang. 
Baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.  
 Kerjasama khususnya dalam bidang politik yaitu antara eksekutif dan 
legislatif mencakup segala proses perumusan kebijakan yang ada pada 
umumnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang menurut 
                                                            
16Anwar Arifin. Public Relation, Pustaka Indonesia. Jakarta. 2007. Hal : 33 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku harus ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah (Bupati) bersama DPRD. Hal ini sesuai dengan pasal 
241 UU No. 23 Tahun 2014: Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh 
DPRD  bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. 
Kedua lembaga ini mempunyai kedudukan yang sederajat dan memiliki 
hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. DPRD disamping sebagai 
badan perwakilan rakyat, juga sebagai mitra kerja eksekutif yang berwenang 
merumuskan kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan. 
Ketiga, klarisifikasi diatas berbagai permasalahan.Klarifikasi 
merupakan bentuk penjelasan dalam hal pemebenaran suatu masalah.Pada 
pembahasan pembuatan Perda dibutuhkan klarifikasi agar mampu 
mewujudkan klarifikasi agar mampu menghasilkan keputusan yang maksimal. 
Pada prinsipnya urgensi jenis hubungan antara eksekutif dan legislatif 
tersebut meliputi hal-hal berikut, yaitu: representasi, anggaran, 
pertanggungjawaban, pembuatan peraturan daerah, pengangkatan sekretaris 
daerah, pembinaan dan pengawasan. Kesemua hal tersebut dapat terwujud 
dan berjalan sebagaimana diharapkan bilamana  eksekutif maupun legislatif 
memiliki visi bersama yaitu suatu visi yang bukan saja menyangkut 
kelembagaan, tetapi juga secara individual mereka merasa benar-benar 
terikat (committee), karena hal tersebut mencerminkan visi pribadi masing-
masing. 
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Hubungan antara Pemerintah Daerah  (eksekutif) dan DPRD (legislatif) 
dalam konteks tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah sedikit 
banyak ikut menentukan terciptanya situasi yang kondusif bagi keberhasilan 
program-program pembangunan daerah. Karena itu pola hubungan yang 
seimbang antara dua lembaga tersebut perlu terus menerus ditingkatkan 
sebagai upaya menjaga stabilitas politik di daerah17 
2.1.2. Peraturan Daerah 
Pengertian Peraturan DaerahSesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, 
yangdimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah 
“peraturanperundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 
RakyatDaerah dengan persetujuan bersamaKepala Daerah”.Definisi lain 
tentang Perdaberdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah 
Daerah  adalah “peraturan perundang-undanganyang dibentuk bersama oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi 
maupun di Kabupaten/Kota”. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk 
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota 
dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari 
                                                            
17Ibid hal: 26 
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peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri 
khas masing masing daerah.  
Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda 
adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi 
daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta 
penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD), Gubernuratau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali 
masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan 
rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah 
rancanganPerda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda 
yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai 
bahan persandingan. 
Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi 
Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan 
satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain: 
a. Pajak Daerah; 
b. Retribusi Daerah; 
c. Tata Ruang Wilayah Daerah; 
d. APBD; 
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e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah; 
f. Perangkat Daerah; 
g. Pemerintahan Desa; 
h. Pengaturan umum lainnya. 
Pembentukan Perda Yang Baik. Pembentukan Perda yang baik harus 
berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan 
sebagai berikut: 
a.    kejelasan tujuan, 
b.    kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, 
c.    kesesuaian antara jenis dan materi muatan, 
d.   dapat dilaksanakan 
e.    kedayagunaan dan kehasilgunaan 
f.     kejelasan rumusan 
g.    keterbukaan 
 
Secara umum, terdapat beberapa  langkah yang perlu dilalui dalam 
menyusun suatu Perda baru. Uraian dari masing-masing langkah dapat 
bervariasi, namun secara umum seluruh langkah ini perlu dilalui. 
Langkah 1 : Identifikasi isu dan masalah. 
Langkah 2 : Identifikasi legal baseline atau landasan hukum, dan bagaimana 
peraturan daerah (Perda) baru dapat memecahkan masalah. 
Langkah 3 : Penyusunan Naskah Akademik. 
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Langkah 4 : Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah 
a.     Proses Penyiapan Raperda di lingkungan DPRD.  
b.    Proses Penyiapan Raperda di Lingkungan Pemerintahan Daerah. 
c.    Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD.  
d.   Proses Pengesahan dan Pengundangan  
e.    Lembaran Daerah dan Berita Daerah 
Mekanisme Pengawasan Perda 
1. Alur Proses Penyusunan Perda 
a. Identifikasi Isu dan Masalah 
            Para perancang Perda perlu membuat Perda atas nama dan untuk 
kepentingan masyarakat. Langkah pertama yang harus diambil adalah 
mengajukan pertanyaan mengenai jenis permasalahan yang dihadapi oleh 
masyarakat. Permasalahan dapat mencakup banyak hal, antara lain 
degradasi dan deviasi sumber daya, konflik pemanfaatan antar pihak yang 
mengakibatkan keresahan sosial, dan lain-lain. Selain mengidentifikasi 
masalah, perancang Perda harus pula mengidentifikasi penyebab terjadinya 
masalah (akar masalah) dan pihak-pihak yang terkena dampak dari berbagai 
masalah tersebut. Perancang Perda hendaknya memahami konsekuensi-
konsekuensi yang mungkin akan timbul dari penanganan masalah-masalah 
tertentu. Misalnya saja, apakah semua pihak akan diperlakukan secara adil? 
Apakah ada pihakpihak tertentu yang sangat diuntungkan dan di lain sisi 
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mengorbankan pihak lain? Dengan hanya menangani sejumlah 
permasalahan, apakah tidak menimbulkan permasalahan baru? 
            Bagaimana mengidentifikasi masalah tersebut. Ada beberapa teori 
yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi masalah tersebut. 
Melakukan identifikasi masalah dengan metode ROCCIPI (Rule, Opportunity, 
Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology)22. 
a. Rule (Peraturan) 
          Susunan kata dari peraturan kurang jelas atau rancu. 
          Peraturan mungkin memberi peluang perilaku masalah.  
          Tidak menangani penyebab-penyebab dari perilaku 
bermasalah. 
         Memberi peluang pelaksanaan yang tidak transparan, tidak 
bertanggung jawab, dan tidak partisipatif, dan 
         Memberikan kewenangan yang tidak perlu kepada pejabat 
pelaksana dalam memutuskan apa dan bagaimana mengubah 
perilaku bermasalah. 
b. Opportunity (Kesempatan) 
       Apakah lingkungan di sekeliling pihak yang dituju suatu undang 
memungkinkan mereka berperilaku sebagaimana diperintahkan 
undang-undang atau tidak? 
     Apakah lingkungan tersebut membuat perilaku yang sesuai tidak 
mungkin terjadi? 
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c. Capacity (Kemampuan) 
   Apakah para pelaku peran memiliki kemampuan berperilaku 
sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang ada? 
   Berperilaku sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang yang 
 ada. 
   Dalam prakteknya, kesempatan dan kemampuan saling 
bertumpang tindih. Tidak menjadi soal kategori ROCCIPI yang mana 
yang mengilhami seorang penyusun rancangan undang-undang ketika 
merumuskan hipotesa penjelasan. 
   Kategori-kategori ini berhasil dalam tujuannya apabila berhasil 
merangsang para pembuat rancangan undang-undang untuk 
mengidentifikasikan penyebab dari perilaku bermasalah yang harus 
diubah oleh rancangan mereka. 
d. Communication (Komunikasi) 
Ketidaktahuan seorang pelaku peran tentang undang-undang 
mungkin dapat menjelaskan mengapa dia berperilaku tidak sesuai. 
Apakah pihak yang berwenang telah mengambil langkah-langkah yang 
memadai untuk mengomunikasikan peraturan-peraturan yang ada 
kepada para pihak yang dituju?  
e. Interest (Kepentingan) 
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Apakah ada kepentingan material atau non material (sosial) 
yang mempengaruhi pemegang peran dalam bertindak sesuai atau 
tidak sesuai dengan aturan yang ada? 
f. Process (Proses) 
Menurut kriteria dan prosedur apakah – dengan proses yang 
bagaimana – para pelaku peran memutuskan untuk mematuhi 
undang-undang atau tidak?. Biasanya, apabila sekelompok pelaku 
peran terdiri dari perorangan, kategori “proses” menghasilkan 
beberapa hipotesa yang berguna untuk menjelaskan perilaku mereka. 
Orang-orang biasanya memutuskan sendiri apakah akan mematuhi 
peraturan atau tidak. 
g. Ideology (Idiologi) 
Apakah nilai-nilai, kebiasaan dan adat-istiadat yang ada cukup 
mempengaruhi pemegang peran untuk bertindak sesuai atau 
bertentangan dengan aturan yang ada? 
 
b. Identikasi Dasar Hukum (Legal Baseline) dan Bagaimana Perda Baru 
Dapat Memecahkah Masalah 
       Pengertian legal baseline adalah status dari peraturan perundang-
undangan yang saat ini tengah berlaku. Identifikasi legal baseline mencakup 
inventarisasi peraturan perundang-undangan yang ada dan kajian terhadap 
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kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan berbagai peraturan 
perundang-undangan tersebut. 
            Identifikasi legal baseline juga meliputi analisis terhadap pelaksanaan 
dan penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada. 
Melalui analisis ini, dapat diketahui bagian-bagian dari Perda yang ada, yang 
telah dan belum/tidak ditegakkan, termasuk yang mendapat pendanaan 
dalam pelaksanaannya berikut alasan yang menyertai, dan instansi yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut. Pada kenyataannya, para 
pembuat rancangan Perda terlalu cepat memutuskan mengenai perlunya 
pembuatan rancangan Perda yang baru, tanpa melakukan penelaahan 
memadai tentang legal baseline yang sudah ada. 
            Hal demikian justru menambah “kekisruhan” atau disharmonisasi 
antar-peraturan perundang-undangan, serta tidak memecahkan masalah 
yang sudah diidentifikasi. Pemberlakuan Perda yang baru hendaknya 
diupayakan dengan menggunakan cara-cara baru demi mengubah perilaku 
masyarakat, seperti melalui program sukarela berbasis insentif, atau 
pengakuan hak adat. Selain itu, apabila instansi pemerintah tidak transparan 
dan tidak bertanggung gugat (akuntabel), maka sulit diharapkan bahwa 
pemberlakuan Perda baru tersebut akan serta merta dilaksanakan dengan 
baik di kemudian hari. Bila demikian, maka Perda yang baru dapat 
membentuk instansi independen, atau memberi otoritas dan memberdayakan 
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organisasi non-pemerintah serta lembaga adat, untuk memastikan adanya 
akuntabilitas dalam pembuatan keputusan.  
 
c. Penyusunan Naskah Akademik 
Naskah akademik merupakan landasan dan sekaligus arah 
penyusunan suatu Perda.  
1. Substansi Naskah Akademik 
Naskah akademik harus menelaah 3 (tiga) permasalahan substansi, 
yaitu: (1) menjawab pertanyaan mengapa diperlukan Perda baru, (2) lingkup 
materi kandungan dan komponen utama Perda, dan (3) proses yang akan 
digunakan untuk menyusun dan mengesahkan Perda. Banyak hal yang harus 
termaktub dalam naskah akademik, seperti yang akan diuraikan di bawah ini, 
namun ketiga hal tersebut di atas merupakan hal-hal yang paling mendasar. 
Terdapat 10 (sepuluh) pertanyaan yang perlu dijawab dalam 
penyusunan suatu peraturan perundang-undangan baru yang juga relevan 
dalam penyusunan naskah akademik untuk sebuahPerda, ke-10 (sepuluh) 
pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Apakah permasalahan yang dihadapi sudah didefinisikan secara 
benar? 
2. Apakah langkah pemerintah dapat dijustifikasi? 
3. Apakah peraturan perundangan baru merupakan langkah terbaik 
pemerintah? 
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4. Apakah ada dasar hukum untuk langkah tersebut? 
5. Tingkat pemerintahan mana yang sesuai untuk langkah tersebut? 
6. Apakah manfaat dari peraturan perundang-undangan lebih besar 
dari biayanya? 
7. Apakah distribusi manfaat ke seluruh masyarakat transparan? 
8. Apakah peraturan perundang-undangan tersebut jelas, konsisten, 
dapat diakses dan dipahami oleh para pemakainya? 
9  Apakah seluruh kelompok kepentingan memiliki kesempatan untuk 
menyampaikan pandangannya? 
10. Bagaimana pentaatan terhadap peraturan perundangan akan 
dicapai? 
            
Naskah akademik paling tidak harus memuat bab-bab yang terkait 
dengan Perda yang diusulkan sebagai,berikut: 
       Latar belakang ilmiah. 
       Kerangka hukum dan kelembagaan. 
       Masalah yang diidentifikasi dan usulan pemecahannya (termasuk dan 
selain peraturanperundangan yang diusulkan), serta analisis dari setiap 
usulan pemecahan masalah (termasuk analisis mengenai dampak Perda 
yang diusulkan atau analisis biaya-manfaat). 
       Ruang lingkup dan struktur dari Perda yang diusulkan (dengan 
pertimbangan alternatifalternatif untuk isu-isu substansi utama). 
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       Rencana penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan Perda yang 
diusulkan, dan 
       Ringkasan, analisis, dan tanggapan terhadap masukan dan komentar 
masyarakat. 
            Bentuk dan isi naskah akademik paling tidak memuat gagasan 
pengaturan secara holistik dan futuristik dengan memuat berbagai macam 
aspek keilmuan dengan dilengkapi dengan referensi yang memuat: urgensi, 
konsepsi, landasan, dasar hokum dan prinsip-prinsip yang digunakan serta 
pemikiran tentang norma-norma yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal 
dengan menunjuk beberapa alternatif yang disajikan dalam bentuk uraian 
sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum sesuai 
dengan politik hukum yang telah digariskan. 
2. Format Naskah Akademik 
Meskipun secara khusus teknis penyusunan dan format naskah 
akademik untuk peraturan daerah belum ada namun secara umum format 
penyusunan naskah akademik terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: 
1.  Bagian Pertama berisi laporan hasil pengkajian dan penelitian 
tentang Rancangan Peraturan Daerah  
2.  Bagian Kedua berisi konsep awal rancangan Peraturan Daerah 
yang terdiri dari pasalpasal yang diusulkan  
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Format Bagian Pertama Naskah Akademik 
I. Pendahuluan 
1. Latar Belakang 
    a. Pokok Pikiran tentang konstatasi fakta-fakta yang merupakan alasan-
alasan pentingnya materi    
        hukum yang bersangkutan harus segera diatur 
    b.Daftar Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dan yang 
dapat  dijadikan  dasar hukum  
       bagi pengaturan materi hukum yang bersangkutan 
2. Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai 
3. Metode pendekatan 
4. Pengorganisasian 
 
II. Ruang Lingkup Naskah Akademik 
1. Ketentuan Umum: memuat istilah-istilah/pengertian yang dipakai dalam 
naskah akademik, beserta arti dan maknanya masing-masing 
2. Materi: memuat konsepsi, pendekatan dan asas-asas dari materi 
hukum yang diatur, serta pemikiran-pemikiran normatif yang sarankan, 
sedapat mungkin dengan mengemukakan beberapa alternatif 
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III. Kesimpulan dan Saran 
1. Kesimpulan berisi: 
    a. Rangkuman pokok isi naskah akademik 
    b. Luas lingkup materi yang diatur dan yang berkaitan dengan 
peraturan perundangundangan lain 
    c. Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan 
2. Saran-saran berisi: 
    a. Apakah semua materi diatur dalam satu bentuk peraturan daerah 
atau ada sebagian yang sebaliknya dituangkan dalam peraturan 
pelaksana atau peraturan lain 
     b.Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan 
alasan/sebabnya 
IV. Lampiran/Daftar Pustaka 
Format Bagian Kedua Naskah Akademik 
1. Konsideran: memuat pokok-pokok dan konstatasi fakta yang menunjuk 
pada  perlunya pengaturan materi hukum yang bersangkutan 
2. Dasar Hukum: memuat daftar peraturan perundang-undangan yang 
perlu diganti dan/atau yang berkaitan serta dapat dibedakan dijadikan 
dasar hukum bagi pengaturan materi hukum yang dibuat naskah 
akademiknya 
3. Ketentuan Umum: memuat istilah-istilah/pengertian-pengertian yang 
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dipakai dalam naskah akademik 
4. Materi: memuat konsep tentang asas-asas dan materi hukum yang 
perlu diatur serta rumusan norma dan pasal-pasalnya yang disarankan 
bila mungkin dengan mengemukakan beberapa alternatif 
5. Ketentuan Pidana: memuat pemikiran-pemikiran tentang perbuatan-
perbuatan tercela yang dilarang dengan menyarankan sanksi pidananya 
(jika perlu) 
6. Ketentuan Peralihan memuat: 
            a. Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan daerah baru 
terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan daerah yang baru 
itu mulai berlaku 
            b. Ketentuan-ketentuan tentang melaksanakan peraturan daerah 
baru secara bertahap 
            c. Ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara 
waktu dari peraturan daerah itu 
            d. Ketentuan-ketentuan mengenai aturan khusus bagi keadaan 
atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakukanya peraturan 
daerah tersebut 
            e. Ketentuan-ketentuan tentang upaya apa yang harus dilakukan 
untuk memasyarakatkan peraturan daerah yang baru 
7. Penutup 
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3. Proses Penyusunan Naskah Akademik 
Naskah akademik harus disusun secara cermat dan hati-hati. 
Pembentukan satu tim penyusun dan tim konsultasi atau pengarah 
harus dilakukan. Demikian pula kegiatan konsultasi public secara terus 
menerus harus diselenggarakan untuk merevisi konsep (draft) naskah 
akademik. Ihwal pembentukan tim penyusun dan tim 
konsultasi/pengarah diuraikan lebih rinci sebagaimana paparan 
berikut.  
Langkah pertama dari suatu lembaga/instansi/badan yang ingin 
menyusun naskah akademik adalah membentuk satu tim penyusun. 
Tim ini hendaknya dibentuk dengan surat keputusan secara formal 
yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi/badan tersebut. 
Surat keputusan oleh pejabat di bawahnya masih dimungkinkan, tetapi 
kekuatannya dalam hal melegitimasi dimulainya proses penyusunan 
peraturan daerah agak lemah. 
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1. Bentuk tim penyusun secara resmi. 
     a. Keanggotaan tidak terlalu besar 
b.Masukkan wakil-wakil pemangku 
    kepentingan 
c. Penuhi kebutuhan wakil-wakil 
d. Identifikasi staf pendukung 
e. Formalkan dengan Surat Keputusan 
2. Komitmen tim penyusun. 
     a. Komitmen waktu memadai 
     b. Ruangan – satu ruangan pertemuan 
     c. Anggaran – jasa-jasa pendukung 
3. Aturan prosedural tim penyusun 
4. Identifikasi kelompok penasehat/ 
    pengarah 
a. Identifikasi pakar 
b. Identifikasi pemangku kepentingan 
c. Tentukan cara komunikasi teratur 
5. Susun jadwal penyelesaian pekerjaan 
6. Mulai penyusunan (drafting) 
a. Identifikasi isu dan masalah 
b. Buat sistematika, tulis teks 
c. Perbaiki terus 
d. Buat notulensi setiap pertemuan 
7. Selenggarakan pertemuan pemangku 
kepentingan dan konsultasi publik 
untuk membahas draft dan memperoleh 
masukan: 
a. Kirim salinan (copy) draft sebelum 
pertemuan dan 
b. Sediakan data pendukung sebelum 
pertemuan 
8. Revisi dan finalisasi 
 
 
 
 
 
PENULISAN NASKAH AKADEMIK 
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2.1.3. Proses pembentukan UU atau perda  
 Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk 
hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda 
agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan 
Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain 
pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, 
pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke 
dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta 
mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara 
yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. 
Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk 
hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya 
a) Tahap Perencanaan 
Tahap pertama pembentukan UU atau perda (provinsi maupun 
kabupaten/kota) pada dasarnya adalah sama, yakni diawali dengan 
tahap perencanaan yang dituangkan dalam bentuk program legislasi. 
Untuk program pembentukan undang-undang disebut program 
legislasi nasional (Prolegnas), sedangkan untuk program 
pembentukan perda disebut program legislasi daerah (Prolegda) 
provinsi, kabupaten/kota. Program legislasi nasional (Prolegnas) 
adalah instrument perencanaan program pembentukan Undang-
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undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis 
sedangkan program legislasi daerah (Prolegda) adalah instrument 
perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara 
berencana, terpadu dan sistematis. 
b) Tahap Perancangan 
1) Perumusan Ranperda dilakukan dengan mengacu pada 
naskah akademik; 
2) Hasil naskah akademik akan menjadi bahan pembahasan 
didalam rapat konsultasi; dan  
3) Pembahasan di dalam rapat konsultasi adalah untuk 
memantapkan konsepsi terhadap ranperda yang direncanakan 
pembentukannya secara menyeluruh (holistis). 
4) Pembentukan Tim Asistensi.Tim asistensi dibentuk guna 
membahas/ menyusun materi ranperda dan melaporkannya 
kepada kepala daerah dengan segala permasalahan yang 
dihadapi. 
5) Konsultasi Ranperda dengan pihak-pihak terkait 
6) Persetujuan Ranperda oleh kepala daerah. 
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Proses Penyiapan Ranperda di Lingkungan Pemerintahan Daerah. 
Dalam proses penyiapan Perda yang berasal dari Pemerintah 
Daerah bisa dilihat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan 
Produk Hukum Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan 
Produk Hukum Daerah yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2006. 
Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 
Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah 
yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Kepala 
Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Biro/Bagian di 
lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengajukan prakarsa kepada 
Sekretaris Daerah yang memuat urgensi, argumentasi, maksud dan 
tujuan pengaturan, materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan 
peraturan perundang-undangan lain yang akan dituangkan dalam 
Raperda tersebut. 
Setelah prakarsa tersebut dikaji oleh Sekretariat daerah 
mengenai urgensi, argumentasi dan pokokpokok materi serta 
pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dari masalah yang akan 
dituangkan ke dalam Raperda tersebut maka Sekretariat Daerah akan 
mengambil keputusan dan menugaskan Kepala Biro/Bagian Hukum 
untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan. 
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Apabila Sekretariat Daerah menyetujui, pimpinan satuan kerja 
menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan yang melibatkan 
Biro/Bagian Hukum, unit kerja terkait dan masyarakat. 
Apabila Sekretariat Daerah menyetujui, pimpinan satuan kerja 
menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan yang melibatkan 
Biro/Bagian Hukum, unit kerja terkait dan masyarakat. Setelah itu satuan 
kerja perangkat daerah dapat mendelegasikan kepada Biro/ Bagian 
Hukum untuk melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan 
produk hukum daerah. Penyusunan Perda/produk hukum daerah 
lainnya harus dilakukan melalui Tim Antar Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang diketuai oleh pejabat pimpinan satuan kerja perangkat 
daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Kepala Biro/Bagian 
Hukum sebagai sekretaris tim. Setelah pembahasan rancangan produk 
hukum selesai, pimpinan satuan kerja perangkat daerah akan 
menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro/Bagian 
Hukum. Raperda yang telah melewati tahapan di atas akan disampaikan 
oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan 
sekaligus menunjuk Wakil Pemerintah Daerah dalam Pembahasan 
Raperda tersebut. 
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Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD. 
Pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah 
Daerah maupun atas inisiatif DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama 
Gubernur/Bupati/ Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan 
Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya 
pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. 
Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat paripurna, rapat 
komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan 
dalam rapat paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di 
DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib 
DPRD masingmasing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, 
Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja 
untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut. 
c)  Tahap Pembahasan 
Pada tahap pembahasan, Ranperda dibahas oleh DPRD 
dengan Gubernur, Bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan 
bersama. Sebagaimana diketahui Ranperda dapat berasal dari DPRD 
dan dapat pula berasal dari inisiatif kepala daerah. Pembahasan 
rancangan peraturan daerah lebih dikenal dengan tahap pembicaraan 
rancangan peraturan daerah merupakan salah satu tahap pembuatan 
peraturan daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah 
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dilakukan setelah tahap rancangan peraturan daerah telah disetujui 
dan telah layak dibahas pada sidang paripurna. 
PEMBAHASAN DI DPRD 
 
PEMBAHASAN TAHAP 
RAPERDA DARI 
DPRD 
RAPERDA DARI PEMDA 
RAPAT 
PARIPURNA 
TAHAP 
I 
Keterangan/penjelasan 
Komisi/Gab. Komisi/ 
Pansus DPRD tentang 
Rapat  Fraksi 
Rapat  Fraksi 
Raperda dari DPRD  
Keterangan/Penjelasan 
Pemda tentang Raperda dari 
Pemda 
 
 
RAPAT 
PARIPURNA 
TAHAP  
II 
 
   Tanggapan Pemda 
terhadap Raperda dari 
DPRD 
   Jawaban Komisi/Gab. 
Komisi/Pansus DPRD 
terhadap tanggapan 
Pemda 
 
   pandangan umum para 
anggota DPRD melalui fraksi 
terhadap Raperda dari Pemda 
   Jawaban Pemda terhadap 
Pandangan umum 
dari Anggota DPRD 
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RAPAT KOMISI 
TAHAP 
III 
 
  Pembahasan Raperda dalam Komisi/Gab. Komisi/ 
Pansus bersama Pemda 
    
    Pembahasan Raperda secara intern dalam Komisi/Gab. 
Komisi/Pansus tanpa mengurangi Pembahasan 
bersama Pemda 
RAPAT 
GABUNGAN 
KOMISI 
RAPAT 
PANITIA 
KHUSUS 
RAPAT 
PARIPURNA 
TAHAP 
IV 
   Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat III 
   Pendapat akhir fraksi-fraksi apabila perlu dapat disertai 
catatan 
   Pengambilan Keputusan 
   Sambutan Pemda 
PEMDA  
 
d) Tahap Pengundangan 
Undang-undang atau perda yang telah ditetapkan, selanjutnya 
diundangkan dengan menempatkannya didalam lembaran daerah oleh 
sekertaris daerah, sedangkan penjelasan perda dicatat didalam 
tambahan lembaran daerah oleh sekretaris daerah, atau oleh kepala 
biro hukum/ kepala bagian hukum. 
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Proses Pengesahan dan Pengundangan  
       Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD 
telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh 
Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah 
dalam hal ini Biro/ Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. 
Penomoran Perda tersebut dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum. Kepala 
Biro/Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi. Kepala Daerah 
mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut untuk 
diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum 
bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi 
Perda tersebut. 
Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda, 
Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala 
Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang 
telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala 
Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan 
setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat 
menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan 
Pimpinan DPRD. Setelah Perda diundangkan dan masih terdapat 
kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan 
Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah 
substansi Perda melalui Lembaran Daerah. Pemda wajib 
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menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran 
Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat dan pihak terkait 
mengetahuinya. 
e) Tahap Sosialisasi 
Meskipun Perda telah diundangkan didalam lembaran daerah, 
namun belum cukup menjadi alasan untuk menganggap bahwa 
masyarakat telah mengetahui eksistensi perda tersebut. Oleh karena 
itu, Perda yang telah disahkan dan diundangkan tersebut harus pula 
disosialisasikan. 
Lembaran Daerah dan Berita Daerah 
1. Agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, 
Perda yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus diundangkan 
dalam Lembaran Daerah. 
2. Untuk menjaga keserasian dan keterkaitan Perda dengan 
penjelasannya, penjelasan atas Perda tersebut dicatat dalam 
Tambahan Lembaran Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan 
pengundangan Perda sebagaimana yang diundangkan di atas. 
Pejabat yang berwenang mengundangkan Perda tersebut adalah 
Sekretaris Daerah. 
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f) Tahap Evaluasi 
Untuk dapat mengetahui sejauh mana pengaruh sebuah Perda 
setelah diberlakukan, maka perlu dilakukan evaluasi. Melalui evaluasi 
akan dapat diketahui kelemahan dan kelebihan Perda yang sedang 
diberlakukan, yang selanjutnya guna menetukan kebijakan-kebijakan, 
misalnya apakah perda tetap dipertahankan atau perlu 
direvisi.Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan 
kepala daerah bersama-sama DPRD. 
Gambar 1. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah 
 
 
 
 
18 
 berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
menyatakan bahwa Pembentukan Perundang-undangan mencakup 
                                                            
Hamzah Halim dan K. Redindo, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, Kencana, 
Jakarta, 2009, hlm 98-102 
TAHAP 
PERENCANAAN 
TAHAP 
PERANCANGAN 
TAHAP  
PEMBAHASAN 
TAHAP  
EVALUASI 
TAHAP  
SOSIALISASI 
TAHAP  
PENGUNDANGAN 
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tahap perencanaan, penyusunan,pembahasan, pengesahan atau 
penetapan dan pengundangan. Tahapan tersebut adalah prosedur 
baku yang harus dilewati oleh setiap Pembentukan Peraturan 
Perudang-undangan termasuk Peraturan Daerah. 
 Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan 
Kepala Daerah bersama DPRD. Berdasarkan ketentuan di dalam 
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 
Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah 
menyatakan bahwa inisiatif pembentukan peraturan yang berasal dari 
kepala daerah dilakukan oleh sekretariat daerah/bagian hukum 
dengan mekanisme berikut ini:  
1. Rancangan peraturan daerah disusun oleh pimpinan unit kerja 
berkaitan dengan materi muatan yang akan diatur dan rancangan 
peraturan daerah dibentuk oleh tim antar-unit kerja dimana ketua tim 
berasal dari pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh kepala daerah. 
2. Konsep rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh unit 
kerja harus dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang terdiri dari: 
maksud dan tujuan pengaturan, dasar hukum, materi yang akan 
diatur, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang 
lain. 
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3. Konsep yang telah disusun oleh kerja disampaikan kepada 
sekretariat daerah melalui bagian hukum, kemudian sekretariat daerah 
menugaskan kepada biro/ bagian hukum untuk melakukan 
harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan. 
4. Biro hukum atau bagian hukum akan mengundangkan pimpinan unit 
kerja maupun unit kerja yang lain untuk menyempurnakan konsep 
peraturan daerah yang diajukan. 
5. Biro/bagian hukum menyusun penyempurnaan (konsep final) untuk 
diteruskan kepada kepala daerah kemudian kepala daerah 
mengadakan pemeriksaan dengan dibantu sekretaris daerah. 
6. Konsep rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh 
kepala daerah berubah menjadi rancangan peraturan daerah. 
7. Rancangan peraturan daerah disampaikan kepala daerah kepada 
ketua DPRD disertai pengantar untuk memperoleh persetujuan 
dewan.19 
 Pembahasan rancangan peraturan daerah lebih dikenal dengan 
tahap pembicaraan rancangan peraturan daerah merupakan salah 
satu tahap pembuatan peraturan daerah. Pembahasan rancangan 
                                                            
19Ibid.,hlm 51 
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peraturan daerah dilakukan setelah tahap rancangan peraturan daerah 
telah disetujui dan layak dibahas pada sidang paripurna. 
Dalam pembentukan peraturan daerah, penetapan rancangan 
peraturan daerah merupakan tahap pengambilan keputusan terbentuknya 
suatu peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui 
pada tahap pembahasan, disampaikan kembali oleh pimpinan DPRD kepada 
kepala daerah untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. 
2.1.4. Pengertian Adat 
 Adat merupakan suatu peraturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh 
dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki 
nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat atau daerah yang dianggap 
memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di 
Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi 
aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah 
melembaga dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tradisi, adat upacara 
dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan 
perasaan senang atau bangga, dan  peranan tokoh adat yang menjadi tokoh 
masyarakat menjadi cukup penting. Adat merupakan norma yang tidak 
tertulis namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat 
yang melanggar adat-istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang 
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kadang-kadang sacara tidak langsung dikenakan. Misalnya  pada 
masyarakat yang melarang terjadinya perceraian, maka tidak hanya yang 
 bersangkuatan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi 
seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya. 
 Adat bagi suatu bangsa merupakan ruh yang menggerakkan bangsa 
atau suku tersebut untuk menjaga eksitensi dan jati dirinya. Adat bukan saja 
bagian dari benda-benda peninggalan sejarah dan tata cara prilaku hidup 
masyarakat setempat, tapi juga merupakan bagian dari pranata sosial yang 
berfungsi sebagai suatu lembaga yang mampu menyelesaikan bermacam 
persoalan yang muncul dalam masyarakat. Dalam khazanah kebudayaan 
Aceh, adat sebagai institusi, walaupun wujudnya sekarang belum mengambil 
bentuknya seperti lembaga-lembaga/ institusi-institusi pemerintahan, tetap 
telah memainkan peran  pentingnya dalam mengatur pola hidup bangsa ini. 
Istilah lembaga adat merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata  
2.1.5. Pengertian Lembaga Adat 
 Istilah lembaga adat merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari 
kata “lembaga” dan “adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris 
disebut Institution yang  bermakna pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. 
Dari pengertian literal ini, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah 
yang menunjukkan kepada pola  prilaku manusia yang mapan terdiri dari 
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interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang 
relevan. Struktur adalah tumpukan logis lapisan-lapisan yang ada pada 
sistem hukum yang bersangkutan. Menurut ilmu-ilmu budaya, lembaga 
adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola 
kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat 
individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya 
kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. 
a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Lembaga Adat 
Lembaga adat bertugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat 
istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah setempat. 
 Lembaga adat mempunyai wewenang sebagai berikut : 
 Mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan 
kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat 
setempat.  
 Mewakili masyarakat adat berhubungan keluar, yaitu dalam hal 
menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat. 
 Mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan 
kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik. 
 Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan 
pidana ringan di setiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang 
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penyelesaianya itu tidak bertentangan dengan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. 
Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : 
 Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan 
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam 
pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan 
tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat. 
 Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat 
memberikan peluang luas kepada aparat pemerintah dalam 
melaksanakan tugas-tugas penyelenggaran pemerintah yang bersih 
dan berwibawa, agar dapat melaksanakan pembangunan yang lebih 
berkualitas, adil, dan demokratis. 
 Menciptakan suasana yang menjamin terpeliharanya kebhinekaan 
masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa. 
b. Fungsi lembaga adat 
Lembaga adat mempunyai fungsi:  
 Sebagai penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat 
kepada pemerintah setempat 
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 Sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan yang menyangkut 
hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat; 
 Sebagai pelaksana dalam pemberdayaan, pelestarian dan 
pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat 
dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan 
masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan 
 Sebagai penyokong dalam pelaksanaan pembangunan dan 
pembinaan kemasyarakatan; dan 
 Sebagai pencipta hubungan yang demokratis dan harmonis serta 
obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka 
adat dengan aparat pemerintah setempat.  
 Sebagai fasilitator untuk meningkatkan peran aktif masyarakat, 
terutama dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya 
yang ditujukan untuk menjunjung pemberdayaan masyarakat.  
 Sebagai lembaga sosial tradisional yang berfungsi untuk 
menyelesaikan konflik yang terjadi diantara warga masyarakat. 
c). Hukum adat 
Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan 
kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti 
Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum 
tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan 
61 
 
kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak 
tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan 
menyesuaikan diri dan elastis. Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan 
secara ilmiah oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 
1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De 
Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (bahasa 
Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem  pengendalian sosial 
(social control ) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian 
dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal 
sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). 
Pendapat lain terkait bentuk dari hukum adat, selain hukum tidak tertulis, ada 
juga hukum tertulis. Hukum tertulis ini secara lebih detil terdiri dari hukum ada 
yang tercatat (beschreven), seperti yang dituliskan oleh para penulis sarjana 
hukum yang cukup terkenal di Indonesia, dan hukum adat yang 
didokumentasikan (gedocumenteerch) seperti dokumentasi awig-awig di Bali.  
1.  Hukum adat di Indonesia Dari 19 daerah lingkungan hukum di 
Indonesia, sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: 
- Hukum Adat mengenai tata Negara 
- Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum 
perhutangan).  
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- Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana).  
2.  Wilayah Hukum Adat di Indonesia Menurut hukum adat, wilayah yang 
dikenal sebagai Indonesia sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa 
lingkungan atau lingkaran adat (Adatrechtkringen). Seorang pakar 
Belanda, Cornelis van Vollenhoven adalah yang pertama mencanangkan 
gagasan seperti ini.  Menurutnya daerah di  Nusantara menurut hukum adat 
bisa dibagi menjadi 23 lingkungan adat berikut:  
1. Aceh 2. Gayo dan Batak 3.  Nias dan sekitarnya 4. Minangkabau 5. 
Mentawai 6. Sumatra Selatan 7. Enggano 8. Melayu 9. Bangka dan Belitung 
10. Kalimantan (Dayak) 11. Sangihe-Talaud 12. Gorontalo 13. Toraja 14. 
Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar) 15. Maluku Utara   16. Maluku Ambon 17. 
Maluku Tenggara 18. Papua 19.  Nusa Tenggara dan Timor 20. Bali 
dan Lombok 21. Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran) 22. Jawa Mataraman 23. 
Jawa Barat (Sunda)  
3.  Penegak hukum adat  
Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang 
sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat 
untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.  
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4.  Aneka Hukum Adat Hukum Adat berbeda di tiap daerah karena 
pengaruh :  
- Agama : Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya. Misalnya : di Pulau 
Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, Di Aceh dipengaruhi Agama Islam, 
Di Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen.  
-Kerajaan seperti antara lain: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit. 
 -Masuknya bangsa-bangsa lain, misal : Arab, China, Eropa.  
5.  Hukum Formal Harus Mencerminkan Hukum Adat Mengenai persoalan 
penegak hukum adat Indonesia, ini memang sangat  prinsipil karena adat 
merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupkan identitas bagi 
bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Dalam kasus salah satu adat suku 
Nuaulu yang terletak di daerah Maluku Tengah, ini butuh kajian adat yang 
sangat mendetail lagi, persoalan kemudian adalah pada saat ritual adat suku 
tersebut, dimana proses adat itu membutuhkan kepala manusia sebagai alat 
atau  prangkat proses ritual adat suku Nuaulu tersebut.Tetapi itu terjadi 
dahulu kala. Hukum Adat bersifat dinamis, selalu bergerak ke arah 
pembaharuan. Karena hukum itu ada bersama masyarakatnya. Ketika 
masyarakat berubah maka hukum akan berubah juga. Dalam kerangka 
pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat 
adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri 
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Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum 
Adat.  
Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam 
pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan 
serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah 
ulayat. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip 
pengakuan terhadap "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari 
masyarakat hukum adat" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. 
Kebijaksanaan tersebut meliputi :  
- Penyamaan persepsi mengenai "hak ulayat" (Pasal 1).  
- Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa 
dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).  
-Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 
dan4).  
Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang 
hukum, dimana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum 
adat. Dalam prakteknya (deskritif) sebagian masyarakat masih menggunakan 
hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Di tinjau secara 
preskripsi (dimana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan 
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keputusan atau peraturan perundangan), secara resmi, diakui 
keberadaaanya namun dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait 
adalah UU dibidang agraria No.5 / 1960 yang mengakui keberadaan hukum 
adat dalam kepemilikan tanah.20 
2.2 Kerangka Pikir Penelitian 
DPRD sebagai lembaga Legislatif adalah badan atau lembaga yang 
berwenang untuk membuat Perda (Peraturan Daerah) dan sebagai kontrol 
terhadap Pemerintahan. Sedangkan Eksekutif adalah lembaga yang 
berwenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Dari fungsinya tersebut 
maka antara pihak Legislatif dan Eksekutif dituntut untuk melakukan 
kerjasama yang baik dalam proses pembuatan Perda. 
Peraturan daerah yang merupakan produk hukum daerah dapat dibagi 
dalam dua kategori yakni perda yang bersifat  insedentil dan perda yang  
bersifat rutin. Perda yang bersifat insedentil dapat dirumuskan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat  dan Pemerintah Daerah (Kepala daerah) sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat daerah. Sedangkan  perda yang bersifat rutin 
merupakan kewenangan eksekutif dalam hal perancangannya. Tahap 
perancangan Perda LAD pada dasarnya merupakan ranperda yang diusulkan 
                                                            
Soepomo,  Bab  – Bab Tentang Hokum Adat , Pradnya Paramita, Jakarta, 1996,  
Prof.Subekti,SH, “Pokok  - pokok Hukum Perdata” PT. Intermasa, Jakarta, 2003, B. 
 Ter Haar, Asas  – Asas dan Susunan Hokum Adat , Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001 
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oleh eksekutif namun pembahasan dan penetapannya tetap bersama-sama 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(legislatif). 
Peraturan daerah mengenai Lembaga Adat Daerah dibuat bahwa 
dalam rangka pempertahankan dan melestarikan adat budaya Kabupaten 
Gowa sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional khususnya budaya 
suku Makassar yang terhimpun dalam kerajaan Gowa pada masa sebelum 
kemerdekaan Republik Indonesia, maka sangat diperlukan pembinaan dan 
pengembangan lembaga adat dan budaya daerah. Bahwa pengaturan 
penataan lembaga adat dan budaya daerah Kabupaten Gowa bertujuan 
untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah 
dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang terutama bidang 
keagamaan, kebudayaan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat 
dan kebudayaan di Kabupaten Gowa. Lembaga adata bersama dengan 
pemerintaha daerah, berfungsi merencanakan, mengarahkan, mensinergikan 
program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan 
kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya 
keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan 
masyarakat. Selain itu lembaga adat juga berfungsi sebagai alat control 
keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban baik preventif maupun 
represif. Dengan adanya perda tentang penataan lembaga adat dan budaya 
daerah Kabupaten Gowa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam 
67 
 
mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebudayaan Kabupaten 
Gowa yang elbih terencana, terpadu, dan terarah sehingga nilai-nilai etika 
dan moral dapat tetap terjaga dan berkelanjutan. Penyusunan Perda LAD 
harus berdasar pada Peraturan Menteri yang menjadi pedoman penyusunan 
Perda LAD.Seperti halnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.Dalam proses 
pembuatan Perda LAD tersebut dimulai dari tahapan perancangan sampai 
pada tahap penetapan Perda yang merupakan kewenangan Kepala Daerah 
dan DPRD. 
Proses pembuatan Perda LAD di Kabupaten Gowa telah mengikuti 
prosedur penyusunan Perda yang ada. Namun, dalam proses perancangan 
Perda LAD tidak maksimal. Hal ini ditunjukan dengan adanya konflik antara 
pemerintah daerah dengan pihak kerajaan yang berujung pada pembakaran 
kantor DPRD Kabupaten Gowa. Hal ini membuat proses pembahasan, 
sampai proses penetapan cenderung lamban dan dinamis. Dalam proses 
tersebut melibatkan berbagai pihak yang dianggap berpengaruh dalam 
proses pembuatan perda LAD, namun ada beberapa kelompok yang 
menganggap bahwa Perda tersebut tidak dibuat sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Dalam proses perancangan, pembahasan, dan penetapan 
Perda tentang LAD Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 
yang sifatnya mendukung maupun menghambat.  
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digambarkan secara singkat 
proses perancangan, pembahasan dan penetapan Perda LAD yang dapat 
menunjukan hubungan pihak eksekutif dan legislative beserta faktor yang 
berpengaruh di dalamnya, baik faktor pendukung seperti peraturan 
perundang-undangan dan dukungan dari lembaga legislatif maupun faktor 
penghambat yaitu komunikasi yang kurang baik antar pemerintah daerah dan 
pihak kerajaan.  
Adapun gambaran umum mengenai kerangka konseptual adalah 
sebagai berikut :  
Gambar 2. Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
DASAR HUKUM 
- UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
- Permendagri No 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah 
- Permendagri No 52 tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian 
dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya 
masyarakat 
-  
Proses Pembuatan Perda LADNo 5 
Tahun 2016Kabupaten Gowa 
 Perancangan 
 Pembahasan 
 Penetapan 
 
Eksekutif 
DAN 
LEGISLATIF 
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- Peraturan perundang-undangan 
 
- Dukungan dari lembaga legislatif 
Penghambat: 
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kerajaan 
Faktor yang mempengaruhi : 
 
Perda Penataan Lembaga Adat Dan 
Budaya Daerah Kabupaten Gowa 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Lokasi Penelitian 
 Berdasarkan penelitian penulis teliti yaitu penelitian ini dilaksanakan di 
wilayah Kabupaten Gowa dengan fokus penelitian pada Pemerintah 
Kabupaten Gowa (Eksekutif dan Legislatif) dan Keluarga Kerajaan 
Kabupaten Gowa. 
 
3.2. Tipe Dasar Penelitian 
a).  Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu penelitian 
yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Proses 
Pembentukan Perda Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa. Dengan 
berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara 
b). Dasar penelitian adalah studi kasus yang memfokuskan masalah pada 
Proses Pembentukan Perda Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa 
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3.3. Objek Penelitian 
Objek penelitian adalah Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) 
Kabupaten Gowa dan Keluarga Kerajaan Gowa. Pemilihan objek dan 
penelitian ini atas dasar pertimbangan bahwa objek tersebut merupakan 
instansi dan lembaga yang bertanggungjawab dalam hal berhasil tidaknya 
perda tersebut dijalankan. 
 
3.4. Informan Penelitian 
 Informan adalah orang yang betul-betul paham atau pelaku yang 
terlibat langsung dengan permasalahan penelitian . informan dalam penelitian 
ini dipilih karena paling banyak mengetahui dan terlibat langsung. 
 Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling, yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud 
atau tujuan tertentu, yang mana informan yang dipilih tersebut memiliki 
informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini: 
a) Kepala Bagian Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Gowa 
b) Kepala Bagian Biro Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Gowa 
c) Kapala Bagian Biro Persidangan dan Risalah DPRD Kabupaten Gowa 
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d) Ketua Panitia Khusus yang menangani Perda LAD 
e) Keluarga Kerajaan 
f) Aktivis Budaya 
 
3.5. Sumber data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 
data sekunder : 
1) Data Primer 
Data primer terdiri dari : 
Hasil wawancara, dilakukan pada informan baik itu dari pihak aparat 
atau pejabat pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD 
sebagai lembaga legislatif. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah 
memperoleh, menganalisis hubungan pemerintahan daerah baik itu 
pemerintah daerah (eksekutif) maupun DPRD (legislatif) sebagai mitra dalam 
proses pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Gowa. 
 
2) Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 
catatan-catatan, laporan - laporan, maupun arsip - arsip resmi yang diperoleh 
dari pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Gowa 
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan usaha yang dilakukan dengan 
mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian baik 
berupa fakta, data dan informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), reliable 
(dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Dalam 
melakukan pengumpulan berupa data sekunder, data yang berupa 
laporan, dokumen, maupun catatan-catatan yang ada hubungannya 
dengan penelitian ini.  
Selain data sekunder penulis juga menghimpun data primer untuk 
mendukung penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh dari 
penelitian langsung terhadap objek penelitian. Dalam rangka 
pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
antara lain sebagai berikut: 
1. Interview atau wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data 
dimana peneliti secara langsung mengadakan Tanya jawab dengan 
narasumber. 
2. Studi Dokumentasi yaitu, pengumpulan data dengan mempelajari data-
data yang ada seperti: buku-buku, laporan ilmiah, Koran, bulletin, berita di 
televise dan lain sebegainya yang berhubungan dengan objek penelitian. 
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Studi dokumentasi merupaka teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditujukan kepada subjek penelitian.  
3.7. Analisis Data 
 Data yang telah terkumpul melalui wawancara langsung dan studi 
dokumentasi dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa secara kualitatif, 
yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam 
bentuk kata-kata lisan maupun tertulis, pengelolaan data dalam penelitian 
kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau mengkategorikan 
data berdasarkan beberapa tema sesuai focus penelitian. 
a. Pengelompokan data. Tahapan ini merupakan tahapan awal yang 
dilakukan oleh peneliti  dalam rangkaian analisis data untuk 
mengelompokkan hasil temuan  diantaranya hasil wawancara dari 
setiap informan, hasil studi pustaka yang dilakukan dan dokumen yang 
diperoleh penulis. 
b. Reduksi data. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data 
mentah, dengan menggunakan alat seperti alat perekam, catatan 
lapangan serta observasi yang dilakukan penulis selama berada di 
lokasi penelitian. Pada tahapan ini penulis sekaligus melakukan proses 
penyeleksian, penyederhanaan, pemfokusan data dari catatan 
lapangan dan transkrip hasil wawancara. 
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c. Analisis Isi.Tahapan analisis dilakukan berdasarkan hasil reduksi data 
penelitian untuk mendapatkan tingkat perbedaan dan hubungan atau 
korelasi dari setiap temuan baik hasil wawancara, studi pustaka dan 
dokumen. 
d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan oleh penulisberdasarkan 
hasil analisis isi yang dilakukan untuk memperjelas hasil temuan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 4.1.1. Profil Kabupaten Gowa 
 Luas Kabupaten Gowa seluas : 1.833.333 km2 atau 3.01% dari 
luas wilayah Sulawesi Selatan yang terdiri dari 18 Kecamatan, 121 
desa dan 47 Kelurahan. Penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2013 
sebanyak 691.309 jiwa, terdiri dari 339.575 jiwa laki-laki atau 49,72% 
dan 351.738 atau 50,88% penduduk perempuan. 
 Penduduk Kabupaten Gowa dari tahun 2009-2013 bertambah 
sebanyak 73.992 jiwa atau rata-rata bertamnah sebanyak 14.798 jiwa 
pertahun atau mengalami rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2.36% 
pertahun.adapun diskripsi penduduk Kabupaten Gowa periode 2009-
2013. Penduduk Kabupaten Gowa mayoritas beragama islam, 
disamping penganut agama lainnyahidup secara berdampingan 
secara aman dan damai. 
Visi dan Misi Kabupaten Gowa 
 Kabupaten gowa menetapkan visi sebagaimana yang tertuang 
dalam peraturan daerah No.4 tahun 2005 tentang rencana 
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pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 yakni “Gowa 
menjadi andalan Sulawesi dan sejajar daerah termaju di Indonesia 
dalam mensejahterakan masyarakat”.Visi jangka panjang 
dijabarkan dalam visi lima tahunan pemerintah Kabupaten Gowa 
sebagai upaya mewujudkan visi jangka panjang secara konsisiten dan 
menciptakan kesinambungan. Kabupaten Gowa dengan dukungan 
letak geografis yang strategis, potensi sumber daya alam yang 
melimpah, dan akar budaya yang kuat, maka ditemukan visi 
pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2010-2015 yakni “terwujudnya 
Gowa yang handal dalam peningkatan kualitas masyarakat dan 
penyelenggaraan pemerintahan”. 
 Adapun Misi dari Kabupaten Gowa adalah: 
1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada 
hak-hak dasar masyarakat. 
2. meningkatkan interkoneksitas wilayah dan keterkaitan sector 
ekonomi 
3. meningkatkan penguatan kelembagaan dan peran masyarakat 
4. meningkatkan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik 
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5. menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada 
kelestarian lingkungan hidup. 
4.1.2. Pemerintahan Gowa dari Masa ke Masa 
1. Masa Sebelum Tumanurung 
Sebelum zaman Tumanurung, ada Empat Raja yang pernah 
mengendalikan pemerintahan Gowa yakni : Batara Guru, Saudara 
Batara Guru yang dibunuh oleh Tatali (tidak diketahui nama aslinya), 
raja Sapu atau Marncai, dan Karaeng Katangka (nama aslinya tak 
diketahui). 
 Ke empat raja tersebut tak diketahui asala usulnya serta masa 
pemerintahannya, tetapi mungkin pada masa itu, Gowa purba terdirir 
dari 9 Kasuwiang mungkin pula lebih yang dikepalai seorang 
penguasa sebagai raja kecil. Setelah pemerintahan Karaeng 
Katangka, maka 9 kerajaan kecil bergabung dalam bentuk 
pemerintahan federasi yang diketuai oleh Paccallaya. 
2. Masa Tumanurung 
Berdasarkan hasil penelitian sejarah, baik melalui lontra 
maupun cerita yang berkembang di masyarakat, dapat diketahui 
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bahwa munculnya nama Gowa dimulai tahun 1320, yakni pada masa 
pemerintahan Raja Gowa pertama yang bernama Tumanurunga. 
 Konon sebelum Tumanurunga hadir di Butta Gowa, ada 
Sembilan negeri kecil yang kini lebih dikenal dengan istilah Kasuwiang 
Salapanga yakni : Kasuwiang Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-
parang, Data, Agang Je’ne, Bisei, Kalling, dan Sero. Kesembilan 
negeri tersebut mengikatkan diri dalam bentuk persekutuan atau 
pemerintahan federasi dibawah pengawasan Paccalaya (Ketua Dewan 
Pemisah). 
 Walaupun mereka bersatu, tetapi ke sembilannegeri tersebut 
sering dilanda perang saudara antara Gowa dibagian utara dan Gowa 
bagian selatan. Pacallaya sebagai ketua federasi tak sanggup 
mengatasi peperangan tersebut. Hal tersebut karena Pacallaya hanya 
berfungsi sebagai lambing yang tidak memiliki pengaruh kuat terhadap 
anggota persekutuan  yang masing-masing punya hak otonom. 
 Untuk mengatasi perang saudara tersebut, diperlukan seorang 
pemimpin kharismatik yang dapat diterima oleh kesembilan kelompok 
tersebut. Terdengarlah berita oleh Pacalaya, bahwa ada seorang 
putrid yang turun diatas bukit Tamalate tepatnya di Taka’bassia. Saat 
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penantian, orang-orang yang berada di Bontobiraeng melihat seberkas 
cahaya dari utara bergerak perlahan-lahan turun menuju Taka’bassia. 
 Kejadian itu cepat diketahui oleh Gallarang Mangasa dan 
Tombolo yang memang diserahi tugas mencari tokoh yang bisa 
menjadi pemersatu kaum yang berseteru itu. Pacallaya bersama 
kesembilan  kasuwiang bergegas meniju Taka’bassia. Disana mereka 
duduk mengelilingi cahya sambil bertafakkur. Cahaya itu kemudian 
menjelma menjadi seorang putri yang cantik jelita. 
3. Masa Keruntuhan 
 Sejak kekalahan Gowa dengan belanda terutama setelah 
hancurnya Benteng Sompa Opu, maka sejak itu pula keagungan 
Gowa yang sudah  berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya 
mengalami kemunduran. Sejak itu pula penjajahan Belanda mulai 
tertanam secara penuh di Indonesia. Namun demikian Sultan 
Hasanuddin telah menunjukkan perjuangannya yang begitu gigih 
untuk membela tanah air dari cengkraman panjajah. Sebagai tanda 
jasa atas perjuangan Sultan Hasanuddin, pemerintah Republik 
Indonesia atas SK Presiden No. 087/TK/1973 Tanggal 10 november 
1973 menganugrahkan beliau sebagai Pahlawan Nasional. 
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Gowa mengalami pasang surut sejak Raja Gowa Pertama, 
Tumanurung (abad 13) hingga mencapai puncak keemasannya pada 
abad XVIII kemudian sampai mengalami transisi setelah bertahun-
tahun berjuang menghadapi penjajahan. Pada masa itu, system 
pemerintahan mengalami transisi dimana raja gowa XXXVI Andi Idjo 
Karaeng Laloang, setelah menjadi bagian Republik Indonesia yang 
merdeka dan bersatu, berubah bentuk dari kerajaan menjadi daerah 
tingkat II otonom. Sehingga denga perubahan tersebut, Andi Idjo pun 
tercatat dalam sejarah  sebagai Raja Gowa terakhir dan sekaligus 
menjadi Bupati Gowa pertama. 
4. Masa Kemerdekaan 
 Pada awal dicetuskannya kemerdekaan Republik Indonesia 17 
Agustus 1945 yang menandai penggabungan seluruh daerah 
nusantara kedalam Negara kesatuan, rakyat Gowa tampil berjuang 
memepertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin 
kembali menjajah. Daerah Gowa merupakan basis utama gerakan 
pejuang kemerdekaan, seperti Lipang Bajeng, Macan Putih (macan 
keboka), harimau Indonesia serta pimpinan pejuang lainnya. Beberapa 
tokoh seperti Ranggong Daeng Romo, Emmy Saelan dan beberapa 
putra putri terbaik lainnya telah gugur dimedan laga dalam 
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mempertahankan tanah air dari cengkraman Belanda. Peristiwa tragis 
terjadi ketika pasukan Westerling melakukan penyisiran diseluruh 
pelosok Sulawesi Selatan, dan peristiwa itu lebih dikenal denga nama 
korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan pada bulan Desember tahun 
1946. 
 Di zaman NIT (Negara Indonesia Timur) ketika Raja Gowa Adi 
Idjo Karaeng Laloang putra pertama I Mangimangi Daeng Matutu 
Karaeng Bontonompo (Raja Gowa XXXV) dilantik pada 25 april 1947. 
Walaupun pengangkatannya dilantik oleh pemerintah Belanda pada 5 
september 1946. Untuk membentuk pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan, Raja Gowa telah mengangkat 5 pejabat tinggi kerajaan 
yakni : 
1. Andi Baso Daeng Rani Karaeng Bontolangkasa sebagai Tumabicara 
Butta 
2. Andi Manrurungi Daeng Muang Karaeng Sumanna sebagaai 
Tumailalang Towa 
3. Andi Mappassiling Daeng Ngeppe Karaeng Sapanag senagai 
Tumailalang Lolo 
4. Andi Lauddanriu Karaeng Bontonompo sebagai Karaeng 
tukkajannangang 
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5. Hamza Daeng Tompo Gallarang Bontongloe sebagai Paccallaya. 
 Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang NIT No. 44 
Tahun 1950, daerah Gowa merupakan daerah Swapraja lainnya 
dalam pembentukan 13 daerah di Indonesia bagian timur. Tetapi 
umurnya tidak lama setelah NIT bubar, dan Negara kesatuan 
merupakan system pemerintahan parlementer berdasarkan UUDS 
1950. 
 Pada zaman NIT dalam kurun waktu 1946-1950 Raja Gowa 
Andi Idjo diangkat menjadi Wakil Ketua Hadat Tinggi yaitu majelis 
Pemerintahan Gabungan Celebes Selatan. Dan menjadi Ketua Hadat 
Tinggi adalah Raja Bone Andi Pabbenteng Daeng Palawa. Hadat 
Tinggi ini mengalami  goncangan hebat setelah RIS(Republik 
Indonesia Serikat) terbentuk sebagai hasil KMB (Konferensi Meja 
Bundar) desember 1949. Gelombang demonstrasi rakyat Makassar 
menuntut pembubaran NIT, dan meminta seluruh wilayah SulSel 
bergabung dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang berpusat di 
Yogyakarta. 
 Karena kegoncangan ini melanda Hadat Tinggi, maka Andi djo 
kemudian mengambil alih pimpinan sebagai pejabat Ketua Hadat pada 
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25 April 1950. Selanjutnya dinyatakan Sulawesi Selatan keluar dari 
Ikatana ketatanegaraan NIT dan masuk Republik Indonesia. 
 Gelombang demonstrasi yang dipelopori oleh pemuka politik 
dan para pejuang revolusi yang baru bebas dari tawanan Belanda 
pada Februari 1950 berhasil mengadakan kongres di 
Pollongbangkeng. Kongres itu kemudian melahirkan Biro PPRI 
(Pejuang Pengikut Republik Indonesia) yang diketuai Yusuf Bauti. 
Kemusian diseluruh SulSel dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI). 
Melalui KNI ini, pemerintahan raja-raja diganti dengan pemerintahan 
sipil sesuai Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 
22/1948. 
 Sejarah pemerintahan Gowa mengalami perubahan sesuai 
dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Setelah NIT 
dibubarkan dan berlaku system pemerintahan parlementer 
berdasarkan UUDS 1950, dan lebih khusu memenuhi Undang-Undang 
Darurat Nomor 2 tahun 1957, maka daerah swapraja yang bergabung 
dalam Onderafdeling  Kabupaten Makassar dibubarkan. Selanjutnya 
berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1957 tentang pemerintah daerah 
untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 januari 1957, segera 
dilaksanakan pembentuka daerah-daerah tingkat II. Disusul keluarnya 
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UU Nomor 9 tahun 1959 sebagai penjabaran UU Nomor 1 tahun 1957, 
dan mencabut UU Darurat Nomor 2 tahun 1957, maka ditegaskanlah 
Gowa sebagai salah satu daerah tingkat II di Sul Sel. 
 Sesuai SK Menteri Dalam Negeri No. U.P.7/2/24 tanggal 6 
Februari 1957, Andi Idjo dikukuhkan sebagai kepala daerah Gowa 
yang meliputi 12 wilayah distrik yang dibagi dalam 4 lingkungan kerja 
yang disebut “Koordinatorschap” yakni : 
1. Gowa utara meliputi distrik Mangasa, Tombolo, Pattallassang, 
Bontongloe, Manuju, Barisallo, Koordinatornya di Sungguminasa 
2. Gowa timur meliputi distrik Parigi, inklusif Malino kota, dan Tombolo 
Pao coordinator kedudukan di Malino 
3. Gowa selatan meliputi distrik Limbung dan Bontonompo coordinator 
berkedudukan di Limbung 
4. Gowa tenggara meliputi distrik Malakaji, coordinator berkedudukan di 
Malakaji. 
 Pada tahun 1961 bentuk pemerintahan koordinatorschap ini 
dihapus sesuai kebijakan terhadap seluruh wilayah republic Indonesia 
tahun 1960, diadakan reorganisasi pemerintahan distrik menjadi 
kecamatan. Untuk kabupaten tingkat dari II Gowa, distrik yang 
sejumlah 12 bagian dilebur dan dibentuk mejadi 8 kecamatan yakni: 
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1. Kecamatan Tamalate 
2. Kecamatan Panakukang 
3. Kecamatan Bajeng 
4. Kecamatan Pallangga 
5. Kecamatan Bontonompo 
6. Kecamatan Tinggimoncong 
7. Kecamatan Tompobulu 
8. Kecamatan Bontomarannu 
Kemudian pada tahun 1971 Gowa terpaksa dihadapkan pada 
satu pilihan sulit ditolak atas PP No. 51 / 1972 tentang perluasan 
wilayah kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibu Kota provinsi Sulsel. 
Berdasarka PP tersebut Gowa akhirnya menyerahkan sebagian 
wilayahnya, yakni kecamatan Panakkukang dan Tamalate beserta 
desa Barombong (sebelumnya adalah salah satu desa di kecamatan 
Pallangga) jumlah seluruh 10 desa yang dialihkan masuk dalam 
wilayah kotamadya Ujung Pandang. 
Terjadi penyerahan sebagian wilayah Gowa tersebut 
sebenarnya oleh masyarakat Gowa sangat disayangkan, karena 
dianggap telah menguburkan jejak sejarah di masa lampau dan ciri 
khas Gowa sebagai daerah Maritim.  Hal tersebut mengingat Gowa 
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justru pernah menjadi kerajaan maritime terbesar dikawasan timur 
Indonesia, disebabkan Karen kebanggaan dan kemampuannya 
memanfaatkan aspek kelautan sebagai potensi wilayah strategis 
dimasa lalu. 
Hal ini pula yang menyebabkan warga Gowa agar daerah lokasi 
Benteng Somba Opu yang menjadi taman miniature Sulawesi Selatan 
sekarang ini tidak mengalami nasib yang sama terlepas dari Gowa 
masuk Ujung Pandang. Karena tinggal daerah itu yang sebagai 
daerah bersejarah yang terletak dipinggir laut yang dianggap masih 
tersisa menjadi kebanggan sekaligus potensi pembangunan Gowa. 
Setelah penyerahan dua kecamatan dan satu desa tersebut ke 
Ujung Pandang, Pemda Tk II Gowa kemudian membentuk dua 
kecamatan sebagai pengganti dari kecamatan Tamalate dan 
Panakukang, sehingga wilayah administratifnya tetap dipertahankan 
sejumlah 8 kecamatan, berdasarkan ketentuan PP No. 51 1971. 
Adapun kecamatan penggantinya adalah Kecamatan Somba Opu dan 
Parangloe. 
Selanjutnya, guna memperlancar pelaksanaan pemerintahan 
dan pembangunan, masyarakat di kecamatan Tompobulu, utamanya 
desa-desa yang sangat jauh letaknya dari Ibu Kota Kecamatan 
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Tompobulu, maka berdasarkan SK Gubernur Kepala daerah tingkat I 
Sulsel Nomor 574/XI/1975 tanggal 20 Oktober 1975 dibentuk satu lagi 
kecamatan, yakni Kecamatan Bongaya, sebagai pemekaran 
kecamatan Tompobulu. Kecamatan persiapan Bungaya ini kemudian 
didefinitifkan dengan PP Nomor 34 tahun 1984. Dengan demikian 
Gowa bertambah menjadi 9 kecamatan. Perkembangan selanjutnya 
Gowa menjadi 16 kecamatan yakni : Kecamatan Somba Opu, 
Pallangga, Barombong, Bajeng, Bontonompo, Bontonompo Selatan, 
Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, 
Tombolopao,Bungaya, Bontolepangan, Biringbulu, Dan Tompobulu 
5. Masa Otonomi 
 Pada perkembagan selanjutnya, juga menyangkut alasan 
pendekatan, maka akhir-akhir ini telah dibentuk tiga kecamatan yakni 
Kecamatan Tombolo Pao sebagai pecahan dari Kecamatan 
Tompobulu dan Kecamatan Barombong sebagai pecahan dari 
Kecamatan Pallangga. Tidak menutup kemungkinan pada 
perkembangan selanjutnya, kecamatan tersebut akan bertambah 
sesuai tuntutan zaman. 
 Pada era otonomi sekarang ini yang didasarkan pada UU No 
22/1999 urusan pemerintahan yang diserahkan ke Gowa terus 
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bertambah, karena dihapusnya beberapa kandep menjadi Dinas. 
Hanya saja dalam pelaksanaannya, UU Nomor 22/1999 tersebut tidak 
dijalankan secara murni, sehingga ada beberapa urusan yang 
sebenarnya bisa dikerjakan daerah tetapi masih dikelola oleh pusat, 
seperti penyerahan asset dam Bilibili dan asset PKG. Namun asset 
PKG belakangan ini sudah diserahkan sepenuhnya kepada pemda 
Gowa. Selanjutnya UU No 22/1999 ini dirubah dengan lahirnya UU No 
32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah 
 Demikian Gowa dalam perkembangan sesudah masa 
kemerdekaan sebagai salah satu diantara 23 daerah tingkat II di 
Sulsel. Sejak mengalami perubahan pemerintahan dari kerajaan ke 
Negara kesatuan, sudah mengalami beberapa kali pergantian 
pimpinan sesuai periode, masing-masing: 
1. Andi Idjo Karaeng Laloang  1957-1960 
2. Andi Tau    1960-1967 
3. H. M. Yasin Limpo    Caraterker 
4. K.S.Mas’ud    1967-1976 
5. H.M.Arif. Sirajuddin   1976-1984 
6. H.A. Kadir Dale   1984-1989 
7. A. Azis Umar    1989-1994 
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8. H. Syahrul Yasin Limpo, SH 1994-1999 
9. Drs H. Syamsu Alam Bulu  Carateker 
10.  H. Syahrul Yasin Limpo, Sh 1999-2004 
11.  Drs. H. Hasbullah Jabar, Msi 2004-2005 
12. Drs. H. A. Baso Mahmud  2005 
13. H. Ichsan Yasin Limpo, SH 2005-2010 
14. H. Ichsan Yasin Limpo, SH 2010-2015 
15.  Adnan Purictha Yasin Limpo Sekarang21 
4.1.3. Profil Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Bagian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia  
Bagian Hukum dan HAM dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, 
mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan 
rancangan kebijakan penyelenggaraan Hukum dan HAM, meliputi Peraturan 
HAM, Bantuan Hukum  serta Dokumentasi Hukum.  
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bagian Hukum dan 
HAM  mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan teknis Bagian Hukum dan HAM; 
b. Penyelenggaraan program kerja Bagian Hukum dan HAM; 
                                                            
21  Syaifuddin, Tika Zainuddin, dan Najamuddin, Rakyat Gowa Menentang Penjajah, Refleksi, 
Makassar, 2007 
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c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  
tugas Kepala Sub Bagian lingkup Bagian Hukum dan HAM; 
d. Penyelenggaran  evaluasi tugas Kepala Sub Bagian lingkup 
Bagian Hukum dan HAM; 
e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Rincian tugas bagian hukum dan HAM sebagai berikut:  
a. Mengkoordinir perumasan kebijakan teknis Peraturan dan HAM, 
Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum;  
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan dalam  melaksanakan tugas dan 
melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
pelaksanaan tugas; 
c. Mengkoordinasikan dan/atau menyiapkan bahan penyusunan 
rencana dan program  Sub Bagian Peraturan dan HAM, 
Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum; 
d. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 
pelanggaran HAM dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahannya; 
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e. Mengkoordinasikan, menelaah, mengevaluasi dan menyiapkan 
bahan rancangan dan Produk Hukum seperti Peraturan Daerah, 
Peraturan Bersama, dan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati; 
f. Mengkoordinasikan dan/atau menyiapkan bahan perumusan 
dan pengkoordinasian kebijakan Sub Bagian Peraturan dan 
HAM, Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum;  
g. Menyiapkan pedoman dan petunjuk di bidang penelitian 
pengolahan data hukum dan Peraturan HAM yang 
berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah; 
h. Mengkoordinasikan dengan unit kerja/instansi terkait tentang 
pertimbangan dan Bantuan Hukum kepada semua unsur 
Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam 
pelaksanaan tugas; 
i. Memantau dan mengevaluasi perkembangan hukum dan 
Peraturan HAM yang berhubungan dengan kewenangan 
Pemerintah Daerah; 
j. Mengkoordinir dan melakukan inventarisasi pengumpulan 
Peraturan HAM, publikasi produk-produk hukum serta 
dokumentasi hukum; 
k. Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan 
pengendalian serta pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan sub 
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bagian Peraturan dan HAM, Bantuan Hukum dan Dokumentasi 
Hukum;  
l. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karier serta melaksanakan  tugas-tugas  lain 
yang diberikan oleh atasan. 
 
 4.1.4. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa 
 Kedudukan DPRD berdasarkan undang-Undang No.32 tahun 
2004 tentang pemerintah daerah, DPRD merupakan lembaga 
perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsure 
penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan antaar pemerintah 
daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya 
setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna 
bahwa diantara lembaga peemrintahan daerah itu memiliki kedudukan 
yang sama dan sejajar, yang artinya tidak saling membawahi. 
 Hal ini tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah berupa 
peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara 
pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam 
membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah 
sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antara kedua lembaga 
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membangun suatu hungan kerja yang bersifat saling mendukung 
bukan merupaak lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam 
melaksanakan fungsi masing-masing. 
 Adapun hak dari DPRD yang tertuang dalam pasal 9 peraturan 
pemerintah no 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan 
tata tertib DPRD mempunyai hak: 
1. interpelasi yaitu meminta keterangan kepada kepala daerah secara 
lisan maupun tertulis mengenai kebijakan pemerintah daerah yang 
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 
masyarakat, daerah, dan negara 
2. angket yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk 
melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala 
daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 
kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan. 
3. menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau 
menegnai kejadian luar biasa yang terjadi didaerah disertai dengan 
rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan 
hak interpelasi dan hak angket. 
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4.1.5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Gowa Kepala Bagian Persidangan Dan Risalah 
 Kepala bagian persidangan dan risalah mempunyai tugas 
pokok merncanakan, mengkoordinasikan, melakukan pembinaan 
terhadap penyelenggaraan rapt-rapat DPRD dan membuat risalah 
rapat-rapat, menelaah peraturan daerah yang akan dibahas oleh 
anggota DPRD. 
 Selanjutnya ditetapkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas 
pokok tersebut, kepala bagian persidangan dan risalah secretariat 
DPRD Kabupaten Gowa, mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis 
pelaksanaan rapat dan persidangan 
b. pengumpulan bahan dan penyelenggaraan koordinasi, pengelolaan 
kegiatan penyusunan risalah masukan rapat-rapat. 
c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja bagian 
persidangan dan risalah 
d. pengkoordinasian rancangan peraturan daerah yang akan diajukan 
oleh DPRD 
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e. pemberian petunjuk, menghimpun  dan merekomendasikan hasil-
hasil siding/rapat 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemeimpin. 
Dalam pelaksaan tugas pokok dan fungsi di atas, kepala bagian 
persidangan dan risalah membawahi dan dibantu oleh kepala sub 
bagian persidangan, kepala sub bagian risalah dan notulen serta 
kepala sub bagian hubungan masyarakat dan protocol. 
4.1.6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Gowa Kepala Bagian Perundang-undangan 
 Kepala bagian perundang-undangan mempunyai tugas pokok 
mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
mangkaji, melakukan telaah hukum, kebiksanaan tekhnis, pedoman 
dan petunjuk tekhnis, bahan-bahan lain yang berhubungan dengan 
perundang-undangan serta mendokumentasikan dan 
mensosialisasikan produk-produk hukum yang akan dibahas oleh 
anggota DPRD 
a. penyusunan kegiatan tekhnis bagian perundang-undangan 
b. pelaksanaan program dan kegiatan bagian perundang-undangan 
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c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan sub 
bagian lingkup bagian perundang-undangan 
d. pelaksanaan evaluasi tugas sub bagian dalam lingkup bagian 
perundang-undangan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 
f. selanjutnya ditetapkan bahwa untuk penyelenggaraan tugas pokok 
tersebut, kepala bagian perundang-undangan secretariat DPRD 
kabupaten Gowa, mempunyai fungsi sebagai berikut: 
dalam pelaksaan tugas pokok dan fungsi di atas, kepala bagian 
perundang-undnagan membawahi dan di bantu oleh kepala sub 
bagian produk hukum, kepala sub bagian analisa perundang-
undangan, serta kepala sub bagian dikumentasi dan perpustakaan. 
4.1.7. Ketua Panitia Khusus Peraturan Daerah Lembaga Adat 
Daerah 
 DPRD membentuk Panitia Khusus sesuai kebutuhan. Paniatia 
khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. 
Dan jumlah panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas 
usul anggota setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah 
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dan ditetapkan dengan keputusan DPRD setiap komisi terkait dan 
diseduaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran 
DPRD. Anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing 
fraksi. 
Tugas panitia khusus: 
a. Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka 
waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.  
b. panitia khusus bertanggung jawab kepada DPRD 
c. rapat paripurna atau badan musyawarah dapat memperpanjang 
atau memperpendek jangka waktu penugasan panitia khusus 
d. panitia khusus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu 
penugasannya berakhir atau karena dinyatakan tugasnya telah selesai 
e. rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus. 
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STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GOWA
4.1.8.Pihak Kerajaan Gowa 
Andi Maddusila merupakan anak pertama keturunan Raja Gowa 
ke 36 Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan 
Muhammad Abdul Kadir Aidadin. Andi Maddusila dinobatkan sebagai 
Raja Gowa oleh sekretaris Jenderal Forum Keraton se Nusantara 
dengan gelar Andi Maddusila Patta Nyonri Karaeng Katangka Sultan 
Alauddin II.  
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4.2. Proses Perancangan, Pembahasan, Dan Penetapan Peraturan 
Daerah Lembaga Adat Daerah Di Kabupaten Gowa 
Peraturan daerah secara eksplisit dijelaskan Dalam UU  No. 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan 
membagi dua jenis peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.Peraturan Daerah Provinsi adalah 
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur,22 dan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.23 
Rumusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) sebagai unsur pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU 
No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dapat dipahami 
bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga harus didasarkan 
pada prinsip Negara hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah  
sebagai eksekutif yang dalam bahasa latin disebut execure yang dapat 
diartikan “melakukan atau melaksanakan”, dan legislatif sebagai badan yang 
                                                            
22Dalam Pasal 1 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 7 
23Dalam Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 8 
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membentuk hukum  yang akan dilaksanakan oleh eksekutif. Pemahaman 
diatas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di level daerah 
juga harus dilakukan dalam konteks rechtsstaats maupun rule of law yang 
segala bentuk kegiatan penyelenggaraan kekuasaanya didasarkan pada 
hukum, bukan kekuasaan belaka. 
Ditegakkannya prinsip Negara hukum di level pemerintahan daerah 
tersebut, maka pemerintahan daerah diberikan hak untuk membentuk produk 
hukum atau peraturan didaerah. Hal ini merupakan dasar hukum bagi 
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, agar 
tidak terjadi kesan adanya kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan.Hak tersebut merupakan hak atribusi yang diberikan langsung 
oleh konstitusi.UUD NRI tahun 1945 pasal 18 menegaskan bahwa 
pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 
Pembuatan Peraturan DaerahLembaga Adat Daerah melibatkan 
eksekutif dan legislative yang bersama-sama dalammembahas dan 
menetapkan peraturan daerah (Perda) serta bersama membahas dan 
menyetujui rancangan peraturan daerah (perda) tentang Lembaga Adat 
Daerah. Hal ini merupakan hubungan kerjasama antara dua lembaga Negara 
tersebut yang mempunyai kedudukan setara dan bersifat kemitraan dalam 
sistem pemerintahan daerah. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan fungsi-
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fungsi, keduanya secara bplersama-sama membuat Peraturan Daerah 
termasuk pembuatan kebijakan. Ini berarti keduanya memiliki hubungan yang 
saling mendukung, bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lainnya. 
Fungsi peraturan daerah kabupaten/kota adalah untuk 
menyelenggarakan otonomi daer ah sepenuhnya di tingkat kabupaten/kota 
dan tugas pembantuan dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat 
menurut prakarsa  sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 13 UU No. 22 Tahun 1999 yang 
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP No.25 Tahun 2000.  
Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk 
hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan   Perda 
agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan 
Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain 
pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, 
pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke 
dalam Perda secara singkat tetapi  jelas dengan bahasa yang baik serta 
mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara 
yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. 
Secara eksplisit, aturan tentang tahapan-tahapan pembentukan Perda 
LAD juga menjelaskan tentang tugas dan fungsi masing-masing pihak 
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penyelenggara pemerintahan yakni eksekutif dan legilaitif. Masing-masing 
pihak  mempunyai fungsi masing-masing yang saling terkait dalam 
pembentukan Perda LAD dalam setiap tahapannya mulai dari tahap 
perancangan, pembahasan dan  penetapan Perda LAD. Berikut akan 
dijelaskan tentang proses pembentukan Perda LAD.  
4.2.1. Proses Perancangan Perda LAD 
 Perancangan pembuatan Peraturan daerah tentang Lembaga Adat 
Daerah merupakan tahap awal dalam pembuatan kebijakan Peraturan 
Daerah tentang Lembaga Adat Daerah. Penyusunan rancangan perda 
merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyusunannya, sebelum 
diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan 
Daerah Tentang Lembaga Adat Daerah.Tahapan penyusunan rancangan 
Perda LAD yang dilakukan pemerintah daerah memiliki tahapan yang 
panjang sampai akhirnya didapatkan kesepakatan untuk menetapkan 
Rancangan peraturan daerah mengenai LAD yang akan diserahkan ke 
DPRD untuk masuk pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan daerah 
LAD. 
 Perda ini merupakan peraturan daerah yang diajukan oleh lembaga 
eksekutif dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Gowa. Dalam tahap 
perencanaan pembuatan rancangan peraturan daerah mengenai Lembaga 
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Adat Daerah mengikuti mekanisme pembuatan peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 
Dalam proses penyiapan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah 
bisa dilihat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah 
yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan 
pada tanggal 19 Mei 2006. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum 
Daerah yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Kepala 
Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Biro/Bagian di lingkungan 
Sekretariat Daerah dapat mengajukan prakarsa kepada Sekretaris Daerah 
yang memuat urgensi, argumentasi, maksud dan tujuan pengaturan, materi 
yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan 
lain yang akan dituangkan dalam Raperda tersebut. 
Setelah prakarsa tersebut dikaji oleh Sekretariat daerah mengenai 
urgensi, argumentasi dan pokok-pokok materi serta pertimbangan filosofis, 
sosiologis dan yuridis dari masalah yang akan dituangkan ke dalam Raperda 
tersebut maka Sekretariat Daerah akan mengambil keputusan dan 
menugaskan Kepala Biro/Bagian Hukum untuk melakukan harmonisasi 
materi dan sinkronisasi pengaturan. Apabila Sekretariat Daerah menyetujui, 
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pimpinan satuan kerja menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan 
yang melibatkan Biro/Bagian Hukum, unit kerja terkait dan masyarakat. 
Apabila Sekretariat Daerah menyetujui, pimpinan satuan kerja 
menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan yang melibatkan 
Biro/Bagian Hukum, unit kerja terkait dan masyarakat. Setelah itu satuan 
kerja perangkat daerah dapat mendelegasikan kepada Biro/ Bagian Hukum 
untuk melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan produk hukum 
daerah. Penyusunan Perda/produk hukum daerah lainnya harus dilakukan 
melalui Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diketuai oleh pejabat 
pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 
dan Kepala Biro/Bagian Hukum sebagai sekretaris tim. Setelah pembahasan 
rancangan produk hukum selesai, pimpinan satuan kerja perangkat daerah 
akan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro/Bagian 
Hukum. Raperda yang telah melewati tahapan di atas akan disampaikan oleh 
Kepala Daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan sekaligus 
menunjuk Wakil Pemerintah Daerah dalam Pembahasan Raperda tersebut. 
Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Dan Hak 
Asasi Manusia Setkab.Gowa DR.Farida Dawi,S.H, M.H bahwa: 
“Rancangan peraturan daerah ini telah sesuai dengan mekanisme 
pembuatan peraturan daerah menurut peraturan perundang-
undangan. Dimana peraturan daerah ini telah melalui berbagai proses 
pembahasan panjang, dan melibatkan berbagai pihak yang memang 
harus ada di dalam proses pembuatan perda tersebut”. 
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 Adapun bagan yang menjelaskan proses perencanaan pembuatan 
rancangan peraturan daerah diatas secara ringkas dalam skema berikut:  
Gambar 3. Proses Perencanaan Pembuatan Ranperda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Usulan Pemerintah 
daerah 
Mebuat surat usulan bupati dengan lampiran draft 
raperda untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD 
Penyusunan draft rancangan peraturan daerah 
Inventarisasi perundang-undangan yang dibutuhkan 
Pembahasan draft rancangan peraturan daerah oleh tim penyusun produk 
hukum daerah dengan mengikut sertakan tenaga ahli yang dibutuhkan 
Rapat persiapan 
Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
rancangan perda kabupaten yang berasal dari bupati koordinasi oleh biro 
hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertical dari kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum 
Melakukan sosialisasi uji public terhadap draft raperda yang 
telah disusun untuk memperoleh masukan dari masyarakat 
dalam rangka penyempurnaan substansi materi 
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 Setelah melaui proses pembahasan oleh pihak eksekutif, 
selanjutnya adalah penyerahan Raperda kepada lembaga legislatif 
DPRD untuk di bahasa bersama. 
Seperti yang diutarakan Kabag Perundang-undangan Bapak 
Muh. Arifin bahwa: 
“ tahap perancangan peraturan daerah mulai dari program 
legislative (Prolegda) lalu penyerahan naskah akademik beserta 
raperda dari eksekutif ke legislatif untuk menentukan jadwal 
penyerahan raperda kepada DPRD melalui rapat paripurna oleh 
badan musyawarah”. 
 
 
Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD. 
Guna mendapatkan persetujuan DPRD dilakukan kegiatan 
pembahasan bersama-sama pihak Eksekutif terhadap draft Raperda 
yang telah diusulkan oleh Eksekutif, dengan mengacu pada Tata 
Tertib DPRD, yang mana pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi 
Daerah (Balegda) atau Pansus DPRD bersama-sama dengan Tim 
Penyusun Produk Hukum Daerah. Setelah tercapai kesepakatan 
bersama maka akan diusulkan dalam rapat paripurna DPRD guna 
mendapatkan persetujuan dari DPRD. 
4.2.2. Proses Pembahasan Raperda LAD 
Pada tahap pembahasan, Raperda  Lembaga Adat Daerah 
dibahas oleh DPRD dengan Bupati untuk mendapatkan persetujuan 
bersama. Sebagaimana diketahui Ranperda dapat berasal dari DPRD 
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dan dapat pula berasal dari inisiatif kepala daerah. Pembahasan 
rancangan peraturan daerah lebih dikenal dengan tahap pembicaraan 
rancangan peraturan daerah merupakan salah satu tahap pembuatan 
peraturan daerah.  Pembahasan rancangan peraturan daerah 
dilakukan setelah tahap rancangan peraturan daerah telah disetujui 
dan telah layak dibahas pada sidang paripurna.  Seperti yang di 
utarakan oleh Bpk. Muh. Kasim Sila selaku anggota komisi 4 sekaligus 
menjadi ketua panitia khusus mengenai perda LAD bahwa 
“Semua rancangan peraturan daerah itu yang dari eksekutif 
pasti dikirim ke legislatif untuk dibahas. Jadi seperti apa 
pengolahan awalnya itu adalah ranahnya eksekutif. Jadi nanti 
setelah berbentuk ranperda nah itulah yang dikirim ke DPRD 
untuk kita bahas bersama antara legislatif dan eksekutif yang 
kemudian hasil akhirnya bukan lagi menjadi rancangan 
melainkan sudah menjadi peraturan daerah”. 
Tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah baik 
racangan yang berasal dari DPRD maupun dari kepala daerah dibagi 
dalam 4 tahap yaitu: 
Pembicaraan tingkat I meliputi: 
- Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna tentang 
penyampaian ranperda yang berasal dari kepala daerah 
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Berdasarkan risalah sidang paripurna terhadap ranperda LAD 
Bupati Gowa Menjelaskan bahwa: 
“bahwa pengaturan penataan lembaga adat dan budaya daerah 
Kabupaten Gowa betujuan untuk membantu pemerintah daerah 
dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama 
bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan, serta 
memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat 
dan kebudayaan Kabupaten Gowa. Lembaga adat bersama 
dengan pemerintah daerah berfungsi merencanakan  
pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan 
kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi 
terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan, 
dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lembaga adat juga 
berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, 
dan ketertiban masyarakat baik preventif maupun represif. Dengan 
demikiam adanya ranperda tentang penataan lembaga adat dan 
budaya daerah Kabupaten Gowa diharapkan dapat menjadi 
pedoman dalam mengembangkan dan melestarikan adat dan 
budaya Kabupaten Gowa yang lebih terencana, terpadu dan 
terarah sehingga nilai-nilai etika dan moral dapat tetap terjaga dan 
berkelanjutan”. 
Berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa 
dalam merangkul seluruh golongan masyarakat dalam lingkup 
Kabupaten Gowa terutama masyaraakat adat dibutuhkan pemersatu 
yang akan tetap menjaga dan melestarikan budaya dan adat istiadat 
setempat, namun tetap berpedoman pada nilai-nilai yang masih 
terjaga di daerah Gowa.  
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Pembicaraan tingkat II meliputi: 
- Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda 
- Jawaban kepala daerah terhadap pemendangan umum fraksi-fraksi 
Rapat pemandangan umum fraksi dilakukan pada tanggal 18 
maret 2016 pukul 14.00-15 wita. Rapat ini merupakan rapat ini 
bersifat terbuka, yang dihadiri oleh 37 anggota DPRD Kabupaten 
Gowa, Bupati dan Wakil Bupati Gowa, Unsur Muspida, Sekda 
Gowa, Para staf ahli, para sisten, kepala dinas, kepala badan, 
kepala kantor, kepala bagian setwilda Gowa, para camat, para 
insane pers yang berada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten 
Gowa. Dalam sidang tersebut terdapat 7 fraksi yang 
menyampaikan pemandangan umum atas penjelasan Bupati Gowa 
terhadap ranperda LAD. Fraksi-fraksi tersebut antara lain : 
- 1. Fraksi Golkar : Hj. Irmawati Haeruddin,SE 
- 2. Fraksi Gerindra : ABD. Razak,SE 
- 3. Fraksi PPP : H. Rafiuddin Rapping 
- 4. Fraksi PAN : ST. Hasna Restu 
- 5. Fraksi Demokrat : Asriady Arasy, ST 
- 6. Fraksi PDIP : A. Hikmawati A. Kumala Idjo 
- 7. Fraksi PRG : Jabbar Dg. Ngitung 
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Pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang 
di wakilkan oleh H. Rafiuddin Raping: 
“1. Kabupaten Gowa dikenal dengan jargon Gowa bersejarah, 
jargon ini sangat tepat bagi daerah kita yang telah berusia lebih 
dari enam ratus tahun dengan berbagai sejarah serta kekayaan 
adat istiadat yang dimiliki, sehingga kehadiran regulasi yang 
akan mengatur tentang penataan lembaga adat dan budaya 
daerah sangat diharapkan untuk menata lembaga agar adat 
yang ada dan menggali berbagai potensi budaya daerah yang 
akan memperkaya khasanah wisata yang dimiliki kabupaten 
Gowa.  
2 regulasi terkait dengan penataan lembaga adat dan budaya 
daerah Kabupaten Gowa diharapkan mampu menjadi payung 
hukum bagi lahirnya lembaga-lembaga adat dan pelestarian 
dan budaya daerah di Kabupaten Gowa yang pada akhirnya 
akan bermuara pada pelestarian budaya dan pemngembangan 
adat istiadat yang akan membantu pemerintah daerah dalam 
mensosialisasikan program pembangunan melalui nilai-nilai 
lokal dan etika adat istiadat yang dianut masyarakat Kabupaten 
Gowa.Dari beberapa pandangan yang telah kami sampaikan 
diatas, maka fraksi PPP dapat MENERIMA untuk selanjutnya 
dibahas dalam rapat-rapat DPRD Kabupaten Gowa sesuai 
mekanisme yang berlaku” 
 
Pandangan umum fraksi Demokrat yang di wakilkan oleh 
Asriady Arasy, S.T : 
“dalam kaitannya dengan ranperda tentang penataan lembaga 
adat dan budaya daerah Kabupaten Gowa dalam hal ini fraksi 
kami memberikan beberapa pandangan sebagai bahan 
bandingan bagi rekan-rekan eksekutif diantaranya adalah: 
1. merujuk pada ketentuan UU no 11 tahun 2010 tentang cagar 
budaya maka tentunya pengajuan ranperda ini diharapkan 
sebagai upaya untuk melestarikan adat istiadat atau kebiasaan 
masyarakat yang positif dalam upaya memperkaya budaya 
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daerah serta memberdayakan masyarakat dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 
2. kehadiran ranperda ini sangat diharapkan mampu mengatasi 
berbagai permasalahan terkait dengan lembaga adat daerah 
diantaranya pembinaan, pelestarian dan pengembangan nilai-
nilai sosial buaya yang bertujuan untuk memperkokoh jati diri 
masyarakat kabupaten Gowa, termasuk di dalamnya 
mempersatukan pemahaman terhadap simbol-simbol adat 
bekas kerajaan Gowa yang tetap dipertahankan hingga kini 
termasuk penetapan raja Gowa.  
3. diharapkan dengan ranperda ini pemerintah memiliki 
landasan yuridis untuk berperan dan menjadi pelindung yang 
menjaga, membantu, dan memfasilitasi lembaga adat tanpa 
harus masuk dan menjadi bagian di dalamnya. Dari beberapa 
pandangan yang telah kami sampaikan diatas, maka ada 
prinsipnya fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Gowa 
menyatakan dapat MENERIMA untuk selanjutnya dibahas 
dalam rapat-rapat DPRD Kabupaten Gowa sesuai mekanisme 
yang berlaku. 
Pandangan umum fraksi Partai Golkar yang di wakilkan oleh Hj. 
Irmawati Haeruddin, SE : 
“dalam kaitannya dengan pengajuan ranperda tentang 
penataan lembaga adat dan budaya daerah Kabupaten Gowa 
Fraksi Partai Golkar merujuk pada UU No 23 tahun 2014 
tentang pemerintahan daerah dimana salah satu nilai yang 
terkandung didalamnya adalah kewajiban melestarikan nilai 
sosial budaya oleh karenanya terhadap ranperda tersebut, kami 
berpandangan bahwa dalam upaya penataan lembaga adat dan 
budaya daerah yang bertujuan terhadap pelestarian adat 
istiadat dan budaya daerah khususnya di Kabupaten Gowa, 
Maka perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu: 
1. penataan lembaga adat dan budaya daerah berpijak pada 
pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan peran serta 
masyarakat sebagai sumber daya manusia untuk menggali dan 
mengkaji nilai-nilai budaya dan adat istiadat sebagai warisan 
leluhur untuk dipedomani dalam tata pergaulan masyarakat 
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yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan dinamika 
masyarakat. 
2. penataan lembaga adat dan budaya daerah bertumpuh pada 
pengembangan budaya lokal dengan cara meningkatkan 
peranan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pergaulan hidup 
masyarakat di Kabupaten Gowa sesuai dengan nilai-nilai positif 
pengmasyarakatan untuk memperkaya adat istiadat dan budaya 
tanpa mengurangi esensi dan makna budaya local yang ada. 
3. penataan lembaga adat dan budaya daerah dilandasi dengan 
niat untuk mempertahan kaidah-kaidah dan norma-norma 
masyarakat Kabupaten Gowa yang kental dengan entitas 
budaya Makassar dengan falsafal siri’ na pacce serta beberapa 
nilai-nilai local lainnya yang telah banyak menginspirasikan kita 
semua dalam menata pemerintah di daerah ini, yang salah 
satunya biasa kita ungkapkan yaitu: Siri’na tumabbuttayya niaka 
ri pammarentayya. Pa;rupanna gauka niaki ri tujaiya. Parentai 
tawwa ri ero’na. dari beberapa pandangan yang telah kami 
kemukakan diatas maka pada prinsipnya fraksi Partai Golkar 
menyatakan dapat MENERIMA untuk selanjutnya dibahas 
dalam rapat-rapat DPRD Kabupaten Gowa sesuai dengan 
mekanisme yang berlaku”. 
 
Pandangan umum fraksi Perjuangan Rakyat yang di wakilkan 
oleh Jabar Dg Ngitung: 
“rancangan perda tentang penataan lembaga adat dan budaya 
daerah Kabupaten Gowa. Fraksi kami fraksi Perjuangan Rakyat 
Gowa memberikan pandangan bahwa pembentukan rancangan 
peraturan daerah tentang penataan lembaga adat dan budaya 
daerah Kabupaten Gowa adalah merupakan produk hukum 
daerah yang berfungsi untuk merencanakan program 
pembangunan dan sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat dan 
budaya daerah yang dimiliki Kabupaten Gowa untuk 
kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kami berharap agar 
113 
 
potensi-potensi nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan 
Kabupaten Gowa menggali dilestarikan dan dikembangkan 
guna memperkaya budaya daerah. Oleh kerenanya kami juga 
berharap agar pemerintah daerah dapat mempersatukan 
pemahaman terhadap simbol-simbol dan adat istiadat kerajaan 
Gowa. Fraksi kami mengharapkan agar pembahasan perda 
tersebut dapat dibahas melalui pembentukan Panitia Khusus 
(PANSUS)”. 
Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang di wakilkan oleh 
Andi Hikmawati A. Kumala Idjo: 
“1. Rancangan peraturan daerah tentang penataan lembaga 
adat dan budaya daerah Kabupaten Gowa fraksi kami PDI 
Perjuangan menggaris bawahi bahwa penataan lembaga adat 
dan budaya daerah Kabupaten Gowa adalah merupakan 
produk hukum daerah yang berfungsi untuk merencanakan, 
mengarahkan, mengsinergikan program pembangunan agar 
sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan 
yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya 
keselarasan, keserasian, perkembangan, keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat. Kami berharap agar potensi nilai-
nilai adat/budaya dapat dilestarikan dan dikembangkan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah 
dan pembinaan kemasyarakatan untuk kesejahteraan 
masyarakat Kabupaten Gowa. Olehnya itu fraksi kami berharap 
agar pemerintah daerah dapat menggali, membina, 
melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan memelihara 
nilai-nilai adat budaya yang ada serta dapat mempersatukan 
pemahaman terhadap symbol-simbol adat bekas kerajaan gowa 
untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten 
Gowa. Olehnya itu, kami dari fraksi PDI Perjuangan 
mengharapkan bahwa dalam penataan kelembagaan adat 
tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berdasarkan sejarah kebesaran 
kerajaan Gowa yang masih diakui oleh masyarakat Gowa 
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sampai saat ini. Peraturan perundang-undangan yang 
dimaksud antara lain: 
DASAR HUKUM LEMBAGA ADAT 
1. UU tahun 1945 Pasal 18B ayat 2, “negara mengakui 
kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan dan prinsip 
NKRI yang diatur dalam UU Pasal 28 setiap orang berhak atas 
kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. 
Pasal 28I Ayat 3, identitas budaya masyarakat tradisional 
dihormati selaras perkembangan zaman peradaban. 
2. ketetapan MPR RI No XVII/MPR/1998 Tentang HAM. Pasal 
41 piagam HAM PBB telah diadobsi kedalam perundang-
undangan di Indonesia yang dinyatakan identitas dan hak 
tradisional dihormati selaras perkembangan zaman (sidang 
umum PBB telah mengesahkan United Nation Declaration on 
the right of the indeginious peoples) deklarasi PBB Tentang 
Hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat tanggal 13 
september 2007. Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 Tentang 
pembaruan agrarian dan pemanfaatan sumber daya alam: 
Hak-hak masyarakat adat tersebut tidak hanya terbatas hak 
atas tanah ulayat tetapi juga menyangkut sumber daya 
agrarian/sumber daya alam, termasuk keragaman budaya 
dalam pengelolaan pemenfaatannya. UU No.39 tahun 1999 
tentang HAM pasal 6 ayat 1 : dalam rangka menegakka hak 
asasi manusia perbedaan dan kebutuhan masyarakat adat 
harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan 
pemerintah. UU No 28  tahun 2003 tentang mahkama 
konstitusi:  
- Pasal 51 ayat 1 butir B mengatur masyarakat hukum 
adat sebagai subjek hukum atau legal standing. Mahkama 
konstitusi dalam salah satu kategori rumusannya, permohonan 
adalah kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih 
hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip 
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negara kesatuan republic Indonesia yang diatur dalam undang-
undang. 
UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah: pasal 1 ayat 
12 : pasal 2 ayat 9: pasal 2003 ayat 3 ketika ketentuan tersebut 
memperkuat dasar hukum  yang terdapat dalam UU NKRI 
Tahun 1945 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya 
peraturan menteri dalam negeri: 
- Peraturan menteri dalam negeri No 39 Tahun 2007 
Tentang pedoman fasilitasi ormas bidang kebudayaan, keratin, 
dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengmbangan budaya 
adat daerah. 
- Peraturan menteri dalam negeri No 40 tahun 2007 
tentang pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan 
pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah. 
- Peraturan menteri dalam negeri No 52 tahun 2007 
tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat 
dan nilai-nilai sosail budaya masyarakat. 
- Peraturan menteri dalam negeri No 44 tahun 2009 
tentang pedoman kerjasama departemen dalam negeri dan 
pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan 
lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan 
politik dalam negeri. 
- Surat Gubernur Sulawesi Selatan No 430/1462/SET/ 
Tanggal 23 april 2003 perihal pembentukan lembaga adat 
daerah.  
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 44 tahun 2001 
tanggal 31 desember 2001 tentang pemberdayaan, pelestarian, 
dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat.  
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa kedudukan raja 
dalam hal ini bukan lagi sebagai penguasa tetapi hanya sebagai 
symbol adat dan budaya. Yang berkuasa sekarang ini adalah 
pemerintah yang ada di kabupaten. Fraksi PDI Perjuangan 
berkesimpulan bahwa ranperda yang dimaksud dapat diterima 
dan disetujui untuk dibahas bersama melalui pembentukan 
panitia khusus sesuai mekanisme peraturan tata tertib DPRD 
Kabupaten Gowa”. 
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Pandangan umum fraksi Partai Gerindra yang di wakilkan oleh 
Abdul Razak, SE: 
“Terhadap rancangan peraturan daerah tentang penataan 
lembaga adat dan budaya Kabupaten Gowa menurut 
pandangan fraksi kami adalah: 
1. bahwa keberadaan lembaga adat dalam suatu wilayah 
menjadi hal yang sangat penting karena adat istiadat dan nilai 
sosial budaya masyarakat merupakan bagian dari budaya 
bangsa 
2. pengaturan lembaga adat dan budaya merupakan langkah 
untuk memlihara ketahanan bangsa sebagi pilar dari ketahanan 
nasional 
3. lembaga adat merupakan organisasi kemasyarakatan yang 
telah ada sejak turun temurun dan keberadaannya oleh 
masyarakat memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis 
dalam pelestarian dan pengembangan sesuai dengan 
karakteristik masyarakat adat 
4. adal istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan 
salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka 
pelaksanaan pembangunan 
5. lembaga adat harus di tata dengan baik mengingat 
pentingnya dan strategisnya peranan tokoh-tokoh adat dalam 
seluruh kegiatan pembangunan.  
Berdasarkan hal tersebut daitas maka fraksi kami berpendapat 
bahwa ranperda tersebut sudah memenuhi syrat formil untuk 
dilanjutkan ketahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
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Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional yang di 
wakilkan oleh St Hasnah Restu: 
“rancangan peraturan daerah tentang penataan lembaga adata 
dan budaya daerah Kabupaten Gowa. Kabupaten Gowa 
sebagai bekas kerajaan memiliki ragam budaya dan adat 
istiadat yang seharusnya memang perlu dijaga dan dilestarikan 
oleh orang Gowa sendiri. Oleh karena itu perkenankan kami 
untuk memberikan apresiasi atas pengajuan rancangan 
peraturan daerah ini, semoga harapan seluruh masyarakat 
Gowa khususnya bagi pemerhati budaya dan adat istiadat 
dapat terpenuhi, yaitu: 
Untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara, dan 
mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-sosial budaya sebagai 
landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat 
gowa untuk melindungi dan membel hak-hak tradisional dan 
konstitusional maasyarakat adat, demi kepentingan 
peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batinia masyarakat 
Gowa. Untuk mewujudkan masyarakat adat dengan nilai-nilai 
sosial buadaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan 
masyarakat modern. Untuk mempersatukan pemahaman 
terhadap simbol-simbol adat bekas kerajaan gowa yang tetap 
dipertahankan sampai saat ini. Fraksi PAN dapat menerima dan 
menyetujui untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan 
tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Dalam hal ini fraksi kami mengusulkan untuk 
dibahas oleh panitia khusus (PANSUS)”. 
Jawaban kepala daerah terhadap pemendangan umum fraksi-
fraksi 
“bahwa pemerintah daerah membentuk suatu peraturan daerah 
sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai dan tradisi 
adat istiadat dan budaya daerah Kabupaten Gowa. Dimana 
lembaga adat Kabupaten Gowa memiliki nilai Assamaturu, 
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Sipakau, Sipakainga, dan Sipakalabbiri; Siri’na Pacce, 
Toddopuli, dan Akontutojeng yang harus tetap dihormati seiring 
dengan perkembangan zaman. 
Nilai Assamaturu mengisyaratkan bahwa sumber kekuatan 
adalah kesepakatan bersama. Segala sesuatu yang akan 
dilaksanakan, khususnya yang menyangkut kepentingan 
masyarakat Gowa, harus diputuskan dan disepakati secara 
bersama, karena hal tersebut yang akan mendorong setiap 
orang untuk bergerak secara bersama 
Nilai Sipakatau, sipakainga, dan sipakalabbiri mengedepankan 
saling kemanusiaan, menghormati dan saling memuliakan akan 
eksistensi dan jati diri setiap anggota atau kelompok 
masyarakat. Disamping itu nilai ini juga amat mementingkan 
semangat saling intropeksi dan saling mengingatkan. 
Berdasarkan nilai tersebut, setiap anggota masyarakat akan 
merasa di apresiasi keterlibatannya dalam pembangunan adat 
dan budaya daerah. 
Nilai siri’na pacce membentuk rasa harga diri yang lahir dari 
kesadaran bahwa harga diri tersebut hanya dapat dijaga jika 
terbina sikap saling menghormati, saling mengayomi. Dalam 
konteks ini dapat diartikan bahwa setiap pihak yang terlibat 
akan merasa “malu” jika gagal membangun daerah dan 
masyarakatnya. Oleh karena itu setiap komponen masyarakat 
harus saling mendukung dan bahu-membahu untuk 
mewujudkan pembangunan yang dicita-citakan. 
Nilai toddopuli yang membentuk keteguhan, konsisten dalam 
sikap dan tindakan dengan senantiasa mengantisipasi segala 
tantangan dan hambatan serta tanggap atas perkembangan, 
tuntutan dan kecenderungan arah pembangunan daerah.  
Nilai akkontutojeng memasyarakatkan pentingnya kesamaan 
antar ucapan dan perilaku/ perbuatan. Nilai ini selanjutnya 
membentuk kejujuran, keteladanan, kebenaran dan 
kepercayaan yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan 
pembangunan dan pelestarian adat dan budaya. Setelah 
mendengarkan pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD 
Kabupaten Gowa atas ranperda ini, dimana merupakan suatu 
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hal yang perlu mendapat perhatian dan dijadikan sebagai 
bahan pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif. 
 
 
Melihat dari pandangan fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang 
penataan lembaga adat dan budaya daerah Kabupaten Gowa 
penulis berpendapat bahwa sebagian besar menerima ranperda 
tersebut dengan pertimbangan bahwa nantinya peraturan daerah 
ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dari pembuatan perda 
tersebut tanpa mengurangi esensi dari nilai-nilai adat istiadat, 
kebudayaan dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang didalam 
masyarakat. Pandangan setiap fraksi ini memberikan masukan-
masukan agar ranperda tersebut sesuai dengan peraturan agar 
tidak terjadi tumpang tindih melihat perubahan dan dinamika yang 
terjadi didalam masyarakat.masukan-masukan tersebutlah yang 
menjadi bahan pertimbangan bagaimana baiknya agar pemerintah 
daerah bisa menjalankan perda tersebut sesuai dengan apa yang 
menjadi tujuan.Oleh karena itu pada kesempatan tersebut fraksi-
fraksi DPRD Kabupaten Gowa pada akhirnya sepakat untuk 
membentuk pansus sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat 
fraksi-fraksi yang hasilnya 4 fraksi menerima raperda tesebut 
(Fraksi PPP, Demokrat, Golkar, Gerindra), dan 3 fraksi meminta 
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agar dibentuk panitia khusus (Fraksi Perjuangan Rakyat, PDIP, 
PAN). 
Pembicaraan tingkat III meliputi: 
- Pembahasan dalam rapat panitia khusus (PANSUS) yang 
dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk 
Pembentukan Panitia Khusus 
Panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang 
bersifat tidak tetap dan di bentuk oleh DPRD sesuai dengan 
kebutuhan. Jumlah panitia khusu dibentuk dalam siding paripurna 
DPRD atas usul anggota setelah mendengar prtimbangan badan 
musyawarah dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. PANSUS 
bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu 
yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Panitia khusus bertanggung 
jawab kepada DPRD. Rapat paripurna menetapkan tindaklanjut hasil 
kerja panitia khusus. 
Sesuai hasil rapat paripurna mengenai raperda LAD untuk 
membentuk Panitia Khusus maka disusunlah keanggotaan dalam 
Pansus tersebut berdasarkan tata tertib DPRD. Yaitu: 
1. Muh. Kasim Sila, S.Kom 
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2. H. Jamaluddin Tiro, SH, MH 
3. A. M. Yusuf harun, ST, M.Si 
4. Dra. Hj. Syamsuuharni Dg Taco 
5. Hj. Irmawati Haeruddin, SE 
6. Abd. Razak, SE 
7. Nasaruddi Sitakka, S.Pd 
8. Roby Harun 
9. H. Rafiuddin Raping, SE 
10. Drs. H. Muh. Basir, M.Si Dg Bella 
11. Mappaudang Dg Lingka, S.Sos 
12. Asriady Arasy, ST 
13. Andi Hikma Kumala Idjo 
14. H. Fitriadi, S.IP 
15. Eka Suryadi 
16. Jabbar Dg Ngitung 
122 
 
Hal ini sesuai dengan yang ungkapan oleh Bapak Kasim Sila 
yang menyatakan bahwa: 
“setelah kita terima dalam penyerahan itu, di serahkan kepada 7 
fraksi rancangan itu untuk dibahas di fraksi masing-masing 
kemudian diadakan lagi paripurna. Peripurna itu adalah 
pandangan umum fraksi-fraksi, apakah fraksi ini menerima 
ranperda ini untuk dibahas atau tidak. Jadi ada 2 opsi paripurna 
pemandangan umum fraksi menerima atau menolak.  
Berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Gowa Pasal 109 dan 
surat keputusan DPRD Kabupaten Gowa nomor 04/IV/2016 tanggal 18 
April 2016 tentang pembentukan panitia khusus DPRD terhadap 
pembahasan raperda Kabuoaten Gowa. Kemudian panitia khusus 
DPRD Kabupaten Gowa menindaklanjuti keputusan DPRD Kabupaten 
Gowa tersebut dengan  melakukan tahapan dan mekanisme 
pembahasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan DPRD 
tentang tata tertib DPRD Kabupaten Gowa dengan kegiatan sebagai 
berikut: 
- Melakukan pendalaman materi ranperda 
- Melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak yang terkait 
- Melakukan kunjungan konsultasi ke pihak instansi terkait 
- Melakukan rapat kerja dengan pihak SKPD Kabupaten Gowa 
membahas materi ranperda tersebut 
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Adapun tahapan pembahasan Pansus mengenai ranperda LAD 
adalah: 
- Rapat internal panitia khusus DPRD Kabupaten Gowa 
- Pansus DPRD melakukan kunjungan kerja/ study banding ke kota 
Surakarta Solo Provinsi Jawa Tengah 
- Rapat dengar pendapat pansus DPRD dengan SKPD Pemda 
Kabupaten Gowa yang di hadiri  oleh Sekda Kab.Gowaa, Asisten 
III, Kadis budaya dan pariwisata, Satpol PP, dan Kabag Hukum 
perundang-undangan set Kab Gowa 
- Kunjungan kerja pansus ke Kabupaten Bone 
- Rapat internal Pansus 
- Rapat dengar pendapat Pansus DPRD dengan pakar budaya dan 
penyusunan naskah akademik ranperda penataan LAD dan 
budaya daerah 
- Rapat kerja pansus DPRD bersama dengan SKPD Kabupaten 
Gowa membahas materi ranperda yang dihadiri oleh: Sekda Kab 
Gowa, Asisten III, Kadis budaya dan pariwisata, Satpol PP, dan 
Kabag Hukum perundang-undangan set Kab Gowa 
- Kunjungan konsultasi ke Dirjen Otonomi daerah Kementerian 
dalam negeri di Jakarta 
- Kujungan konsultasi ke Biro Hukum dan HAM Provinsi Sul-Sel 
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- Lanjutan rapat kerja Pansus DPRD bersama dengan pihak Pemda 
Kabupaten Gowa yang dihadiri oleh: Sekda Kab.Gowa, Asisten III, 
Kadis kebudayaan dan pariwisata, Kabag Hukum dan perundang-
undangan, untuk finalisasi pembahasan materi ranperda penataan 
LAD dan budaya daerah di Kabupaten Gowa. Hal ini sesuai 
dengan yang ungkapan oleh Bapak Kasim Sila yang menyatakan 
bahwa: 
“ 7 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Gowa termasuk fraksi 
demokrat yang belakangan setelah kita masuk pembahasan 
memberikan warna dalam pembahasan juga menerima “ 
Selanjutnya ditambahkan bahwa: 
“semua fraksi menerima tanpa embel-embel untuk dibahas 
dalam bentuk pansus. Makanya pada waktu ada aspirasi yang 
tanda kutip juga dimonotori oleh fraksi demokrat saya 
sampaikan “saudara jangan disini lain. Kita ini DPRD Adalah 
lembaga terhormat. Pendapat yang resmi sebuah fraksi di 
DPRD adalah dipandangan umum saudara menerima. Saudara 
bisa melihat di arsip DPRD bahwa ke 7 fraksi semua menerima”  
 Setelah membaca dan menelaah bagaimana proses 
pembahasan mengenai ranperda tentang penataan lembaga adat 
istiadat dan budaya daerah Kabupaten Gowa penulis berkesimpulan 
bahwa dalam proses pembahasan yang panjang dan alot terlihat jelas 
bahwa ranperda tersebut masih banyak kekurangan sehingga di 
bentuk Panitia khusus untuk dibahas lebih lanjut agar dapat tidak 
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terjadi salah kaprah apabila ranperda ini sudah ditetapkan menjadi 
perda. Namun perluh diperhatikan kembali didalam risalah pandangan 
fraksi-fraksi yang banyak memberikan masukan mengenai ranperda 
tersebut yang mengharapkan bahwa tetap menjaga potensi nilai-nilai 
budaya dapat dilestarikan dan dikembangkan dalam rangka 
memperkaya budaya daerah.. Tak lepas pula mempertegas bahwa 
nantinya perda ini merupakan pemersatu pemahaman terhadap 
simbo-simbol adat bekas kerajaan Gowa untuk kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa. Dan mengharapkan 
bahwa dalam penataan lembaga adat tersebut dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar 
sejarah kebesaran kerajaan Gowa yang masih diakui oleh masyarakat 
Gowa sampai saat ini. 
Gambar 4. Proses Pembahasan Ranperda LAD 
 
 
 
 
 
 
Penyerahan ranperda 
Pendapat akhir 
fraksi-fraksi 
Laporan panitia khusus Sekaligus 
Penetapan ranperda ( penandatanganan 
surat keputusan dewan tentang 
persetujuan DPRD atas ranperda disahkan 
menjadi peraturan daerah) 
Pandangan umum 
fraksi 
Pembentukan pansus 
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Seperti yang dikatakan Bapak kasim sila dalam hasil 
wawancara berikut, 
“awal paripurna penyerahan dari eksekutif ke legislatif sampai 1 
minggu paling lama, semua fraksi ditembuskan untuk dipelajari 
baru dibawa ke paripurna lagi untuk mendengarkan pandangan 
umum fraksi-fraksi. Pandangan umum fraksi-fraksi ini tentu 
intinya adalah ada yang menerima dan ada yang menolak. 
Setelah pandangan umum fraksi dikembalikan ke pimpinan, 
karena di pandangan umum fraksi itu dikatakan menerima 
dengan syarat dibahas dalam bentuk pansus. Jadi di bentuklah 
panitia khusus. Setelah pandangan umum fraksi kemudian 
DPRD Bersurat ke 7 Fraksi untuk masing-masing mengirim 
perwakilannya secara proporsional. Fraksi Golkar 3 orang, 
Gerindra 3 orang, PAN 3 orang, Demokrat 2orang, P3 2orang, 
PDIP 1orang, inilah yang bekerja. Setelah finalisasi kita 
sampaikan di Pansus lalu kita serahkan ke pimpinan. Pimpinan 
DPRD serahkan ke biro hukum provinsi untuk di asistensi. 
Jadi, d biro hukum provinsi ini masih bisa di coret-coret, masih 
bisa menolak, masih bisa merekomendasikan. Silahkan 
pansus bahas ulang. Hasil asistensi biro hukum inilah yang 
dibawa oleh pimpinan DPRD ke Badan Musyawarah untuk kita 
tetapkan jadwal paripurna penetapan raperda. Di rapat badan 
musyawarah semua anggota yang hadi dinyatakan korum. 
Sepakat bahwa raperda ini dibawa ke paripurna untuk 
ditetapkan bersama untuk ditetapkan bersama”. 
Melihat dari pandangan fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang 
penataan lembaga adat dan budaya daerah Kabupaten Gowa penulis 
berpendapat bahwa suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah 
bahwa sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Raperda 
tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat 
yang bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban 
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pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan Perda. 
Penyebarluasan dan/atau sosialisasi tentang Raperda LAD ini 
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. 
Pembicaraan tingkat IV meliputi: 
1.   Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului 
dengan: 
- Laporan hasil pembicaraan tahap ke tiga 
- Pendapat akhir fraksi 
- Pengambilan keputusan 
2.   Penyampaian sambutan kepala daerah terhadap pengambilan 
keputusan 
lapporan panitia khusus sekaligus Penetapan raperda 
(penandatanganan surat keputusan dewan tentang persetujuan DPRD 
atas rancangan raperda untuk di sah kan menjadi peraturan daerah) 
Berdasarkan hasil rapat kerja PANSUS DPRD bersama dengan 
Pemda Kabupaten Gowa dan hasil asistensi dari Biro Hukum Provinsi 
SULSEL adalah sebagai berikut: 
1. Judul diubah menjadi “Penataan Lembaga Adat dan Budaya 
Daerah 
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2. Pada konsideran menimbang poin C disempurnakan sebagai 
berikut 
Poin C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang 
dimaksud pada poin A dan poin B perlu menetapkan peraturan 
daerah tentang penataan lemabaga adat dan budaya daerah; 
3. dasar hukum mengingat ditambah satu poin yaitu undang-
undang no 17 tahun 2013 tentang oraganisasi kemasyarakatan; 
4. dasar hukum mengingat poin 1 dan poin 9 disempurnakan 
sebagai berikut: 
- poin 1 pada pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun1945; 
-poin 9 peraturan pemerintah no 38 tahun 2007 di hapuskarena 
sudah tidak relevan lagi dengan undang-undnag no 23 tahun 2014 
tentang pemerintah daerah 
5. pada persetujuan bersama kata DPRD dan Bupati di tulis 
dengan huruf kapital dan diktum menetapkan di sesuaikan dengan 
judul Ranperda 
6. pada BAB I ketentuan umum angka 3 dan 4 disempurnakan 
sebagai berikut 
-angka 3 Bupati adalah Bupati Gowa sebagai ketua lembaga adat 
daerah yang menjalankan fungsi dan peran sombayya; 
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-angka 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD Adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
Kabupaten Gowa yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah. 
7. pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan sebagai berikut: 
- ayat (1) susunan organisasi  LAD Gowa terdiri dari: 
 a. LAD Tingkat Kabupaten 
 B. LAD Tingkat Kecamatan 
 C. LAD Tingkat Desa/Kelurahan 
-ayat (2) struktur dan susunan organisasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati 
8. Ketentuan pasal 5 ayat (1) agar di tabulasi sebagai berikut: 
- pasal 5 ayat (1) LAD Gowa berlandaskan islam, bersediakan nilai: 
 A. Assamaturu; 
 B. Sipakatau, Sipakainga, Dan Sipakalabbiri; 
 C. Siri Na Pace 
 D. Toddopuli, Dan 
 E. A’kuntu Tojeng 
9. pasal 7 ayat (1) dan ayat (5) disempurnakan sebagai berikut: 
- ayat (1) mengadakan usaha penemuan, pengumpulan dan 
pengelolaan bahan, data adat serta budaya Gowa yang terdapat 
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dalam daerah yang serasi dengan hukum dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
- ayat (5) mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak 
tradisional dan konstitusional masyarakat adat Gowa sesuai 
dengan rasa keadilan, kepatutan dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
10. pasal 16 ayat (2) dihapus, karena ketentun yang diatur di 
dalamnyabukan merupakan ketentuan peralihan 
11. pasal 17 di sempurnakan sebagai berikut: 
 Pada saat peraturan daerah ini berlaku, peraturan daerah 
Kabupaten Gowa No 44 tahun 2001 tentang pemberdayaan, 
pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
12. ketentuan pasal 18, penutup disempurnakan sebagai berikut: 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan, peraturan daerah ini dengan penempatannya 
dalam lembaran daerah Kabupaten Gowa. 
 Kesimpulan dari Pembahasan rancangan Peraturan daerah 
tentang penataan lembaga adat dan budaya daerah tersebut 
sangat alot, namun dalam pengambilan keputusan, pansus tetap 
menyetujui dengan musyawarah mufakat untuk kepentingan 
daerah Kabupaten Gowa yang kita cintai. 
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Maka dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim kami 
panitia pansus DPRD Kabupaten Gowa menyetujui rancangan 
peraturan daerah Kabupaten Gowa tentang penataan lembaga 
adat dan budaya Daerah untuk di sahkan dan ditetapkan menjadi 
peraturan daerah Kabupaten Gowa. 
4.2.3. Proses Penetapan Perda LAD 
 Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD 
telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh 
Pimpinan DPRD kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah dalam hal 
ini Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya 
Bupati mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut dan 
untuk pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan 
Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penomoran Perda, 
penggandaan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut. 
Setelah Ranperda LAD dibahas bersama Eksekutif dan 
Legislatif selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. 
Tahapan terakhir adalah menetapkan ranperda LAD dan rancangan 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran LAD yang telah 
dievaluasi tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang Penataan 
lembaga Adat dan budaya Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran LAD. Penetapan Ranperda LAD tersebut masuk 
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dalam tahap Pembicaraan Tingkat II dengan dilaksanakan dengan 
sidang paripurna. Alur Pembicaraan Tingkat II dijelaskan pada poin-
poin sebagai berikut. 
 Pembicaraan pada Tingkat Kedua 
a. Persetujuan bersama terhadap Ranperda LAD antara 
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa  dengan DPRD Kabupaten 
Gowa yang didahului oleh penyampaian laporan akhir pimpinan 
rapat dan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, 
pendapat fraksi dan hasil pembicaraan  
b. Pendapat akhir Bupati persetujuan bersama terhadap Ranperda 
LAD melalui Rapat Paripurna DPRD  
c. Pemerintah Kabupaten Gowa bersama DPRD Kabupaten Gowa 
menyampaikan Ranperda LAD kepada Menteri Dalam Negeri untuk 
dilakukan evaluasi 
d. Hasil evaluasi Ranperda LAD oleh Menteri Dalam Negeri, 
DPRD bersama Panitia Khusus yang telah dibentuk  melakukan 
Rapat untuk penyempurnaan dan rasionalisasi terhadap hasil 
evaluasi Ranperda LAD 
e. Hasil penyempurnaan Ranperda LAD sesuai hasil evaluasi 
Menteri  Dalam Negeri, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan 
DPRD tentang Penyempurnaan Ranperda LAD 
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Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, memiliki 
beberapa agenda didalamnya, diantaranya : 
1. Penandatanganan surat keputusan Dewan tentang 
persetujuan DPRD Kabupaten Gowa atas ranperda untuk 
disahkan menjadi peraturan daerah. 
2. Penandatanganan persetujuan bersama kepala daerah 
dan DPRD Kabupaten Gowa atas Ranperda di saksikan oleh 
ketua-ketua fraksi 
4.3. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pembentukan Perda LAD 
Hubungan Eksekutif dan legislatif dalam pembentukan 
peraturan daerah tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang 
berpengaruh, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. 
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan peraturan 
daerah tidak terlepas dari peran lembaga eksekutif dan legislatif serta 
pendapat masyarakat daerah dalam merumuskan pembentukan 
peraturan daerah. Adapun faktor pendukung dalam proses 
pembentukan peraturan daerah mengenai lembaga adat daerah 
Kabupaten gowa adalah dukungan lebih dari lembaga legislatif dal am 
proses pembentukan Perda LAD dan perundang-undangan yang 
berlaku. Sedangkan faktor penghambat dalam proses pembentukan 
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Perda LAD ini adalah adanya pihak yang tidak menginginkan perda 
tersebut di tetapkan dalam hal ini salah satu keluarga kerajaan. 
4.3.1 Faktor Pendukung 
1) Peraturan Perundangan-undangan 
Sebagai Negara Hukum, dalam penyelenggaraan pemerintahan 
negara tentunya tidak terlepas dari Peraturan Perundang-Undangan 
sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengertian Peraturan 
Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 
dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan 
mengikat secara umum.Untuk mewujudkan Negara hukum tersebut 
diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan yang 
diungkapkan oleh Bapak Muh. Arifin selaku kabag perundang-
undangan DPRD Kabupaten Gowa bahwa: 
”semua peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif maupun 
lembaga eksekutif harus memenuhi syarat yang telah 
ditetapkan, Tidak bisa bertentangan dengan peraturan yang 
lebih tinggi. Semua peraturan sudah ditetapkan alurnya dan 
mempunyai pedoman dalam proses pembentukannya”. 
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Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat 
Daerah, aturan sangatlah penting untuk menjadi pedoman 
pembuatannya. Dalam hal ini, peraturan mengatur tentang pelaku, 
proses, dan jadwal pembuatan Peraturan Daaerah tersebut. 
Selanjutnya, tertib Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
harus dirintis sejak saat perencanaan, proses pembuatan, dan 
pengundangannya. 
Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 52 Tahun 2007  
tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan 
nilai-nilai sosial budaya masyarakat pasal 9 ayat 3 berbunyi: 
” Bupati/Walikota mengkoordinasikan pembinaan dan 
pengawasan lintas desa/kelurahan atas pelestarian dan 
pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya 
masyarakat”. 
2. Dukungan dari lembaga legislatif 
 Harmonisasi hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif 
dalam konteks tata laksana penyelenggaraan pemerintah di daerah 
sedikit banyak ikut menentukan tercapainya situasi yang kondusif bagi 
keberhasilan program-program pembangunan di daerah, karena itu 
pola hubungan yang seimbang dan egaliter antara kedua lembaga 
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tersebut perlu terus menerus ditingkatkan sebagai upaya menjaga 
stabilitas politik didaerah. Hubungan timbal balik antar sesama 
pemerintah daerah sesuai tupoksi masing-masing. DPRD (Badan 
legislatif) dan pemerintah daerah (eksekutif daerah) sebagai 
penyelenggara pemerintah daerah bersama-sama berperan dalam 
prnrtapan kebijakan politik dan pemerintahan di daerah,  dengan 
demikian keduanya bisa dikatakan mitra dalam membangun sistem 
pemerintahan yang baik, akuntabel, transparansi, dan sesuai dengan 
tujuan reforrmasi pemerintah dan birokrat.  
Pola komunikasi yang baik antara dua lembaga tersebut baik 
pada tahap perumusan maupun tahap pembahasan dan 
penetapannya akan melahirkan suatu kebijakan yang tepat sasaran. 
Melihat komunikasi yang terjadi pada kedua unsur penyelenggara 
pemerintahan di daerah yaitu pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan 
pihak legislatif (DPRD) dalam pembentukan Perda LAD di Kabupaten 
Gowa  telah sesuai dengan porsi kewenangan yang dimilikinya.  
Table 2. Pandangan Fraksi-Fraksi 
No Nama Fraksi Pendapat Keterangan 
1 Partai 
Persatuan 
“1. Kabupaten Gowa dikenal dengan 
jargon Gowa bersejarah, jargon ini 
sangat tepat bagi daerah kita yang 
telah berusia lebih dari enam ratus 
Menerima 
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Pembangunan tahun dengan berbagai sejarah serta 
kekayaan adat istiadat yang dimiliki, 
sehingga kehadiran regulasi yang 
akan mengatur tentang penataan 
lembaga adat dan budaya daerah 
sangat diharapkan untuk menata 
lembaga agar adat yang ada dan 
menggali berbagai potensi budaya 
daerah yang akan memperkaya 
khasanah wisata yang dimiliki 
kabupaten Gowa. 
 
2 regulasi terkait dengan penataan 
lembaga adat dan budaya daerah 
Kabupaten Gowa diharapkan 
mampu menjadi payung hukum bagi 
lahirnya lembaga-lembaga adat dan 
pelestarian dan budaya daerah di 
Kabupaten Gowa yang pada 
akhirnya akan bermuara pada 
pelestarian budaya dan 
pemngembangan adat istiadat yang 
akan membantu pemerintah daerah 
dalam mensosialisasikan program 
pembangunan melalui nilai-nilai lokal 
dan etika adat istiadat yang dianut 
masyarakat Kabupaten Gowa. 
2  Partai Demokrat 1. merujuk pada ketentuan UU no 11 
tahun 2010 tentang cagar budaya 
maka tentunya pengajuan ranperda 
ini diharapkan sebagai upaya untuk 
melestarikan adat istiadat atau 
kebiasaan masyarakat yang positif 
dalam upaya memperkaya budaya 
daerah serta memberdayakan 
masyarakat dalam penyelenggaraan 
pemerintah daerah. 
 
2. kehadiran ranperda ini sangat 
diharapkan mampu mengatasi 
berbagai permasalahan terkait 
dengan lembaga adat daerah 
Menerima  
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diantaranya pembinaan, pelestarian 
dan pengembangan nilai-nilai sosial 
buaya yang bertujuan untuk 
memperkokoh jati diri masyarakat 
kabupaten Gowa, termasuk di 
dalamnya mempersatukan 
pemahaman terhadap simbol-simbol 
adat bekas kerajaan Gowa yang 
tetap dipertahankan hingga kini 
termasuk penetapan raja Gowa. 
 
3. diharapkan dengan ranperda ini 
pemerintah memiliki landasan 
yuridis untuk berperan dan menjadi 
pelindung yang menjaga, 
membantu, dan memfasilitasi 
lembaga adat tanpa harus masuk 
dan menjadi bagian di dalamnya. 
3 Partai Golkar  1. penataan lembaga adat dan 
budaya daerah berpijak pada 
pemberdayaan yang ditujukan untuk 
meningkatkan peran serta 
masyarakat sebagai sumber daya 
manusia untuk menggali dan 
mengkaji nilai-nilai budaya dan adat 
istiadat sebagai warisan leluhur 
untuk dipedomani dalam tata 
pergaulan masyarakat yang 
disesuaikan dengan perkembangan 
ilmu dan dinamika masyarakat. 
 
2. penataan lembaga adat dan 
budaya daerah bertumpuh pada 
pengembangan budaya lokal 
dengan cara meningkatkan peranan 
adat istiadat dan kebiasaan-
kebiasaan masyarakat sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
pergaulan hidup masyarakat di 
Menerima  
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Kabupaten Gowa sesuai dengan 
nilai-nilai positif pengmasyarakatan 
untuk memperkaya adat istiadat dan 
budaya tanpa mengurangi esensi 
dan makna budaya local yang ada. 
 
3. penataan lembaga adat dan 
budaya daerah dilandasi dengan 
niat untuk mempertahan kaidah-
kaidah dan norma-norma 
masyarakat Kabupaten Gowa yang 
kental dengan entitas budaya 
Makassar dengan falsafal siri’ na 
pacce serta beberapa nilai-nilai local 
lainnya yang telah banyak 
menginspirasikan kita semua dalam 
menata pemerintah di daerah ini, 
yang salah satunya biasa kita 
ungkapkan yaitu: Siri’na 
tumabbuttayya niaka ri 
pammarentayya. Pa’rupanna gauka 
niaki ri tujaiya. Parentai tawwa ri 
ero’na. 
4 Partai 
Perjuangan 
Rakyat 
rancangan perda tentang penataan 
lembaga adat dan budaya daerah 
Kabupaten Gowa. Fraksi kami fraksi 
Perjuangan Rakyat Gowa 
memberikan pandangan bahwa 
pembentukan rancangan peraturan 
daerah tentang penataan lembaga 
adat dan budaya daerah Kabupaten 
Gowa adalah merupakan produk 
hukum daerah yang berfungsi untuk 
merencanakan program 
pembangunan dan sesuai dengan 
nilai-nilai adat istiadat dan budaya 
daerah yang dimiliki Kabupaten 
Menerima 
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Gowa untuk kesejahteraan 
masyarakat. Untuk itu kami berharap 
agar potensi-potensi nilai adat 
istiadat dan kebiasaan-kebiasaan 
Kabupaten Gowa menggali 
dilestarikan dan dikembangkan guna 
memperkaya budaya daerah. Oleh 
kerenanya kami juga berharap agar 
pemerintah daerah dapat 
mempersatukan pemahaman 
terhadap simbol-simbol dan adat 
istiadat kerajaan Gowa. 
5 PDI Perjuangan 1. Rancangan peraturan daerah 
tentang penataan lembaga adat dan 
budaya daerah Kabupaten Gowa 
fraksi kami PDI Perjuangan 
menggaris bawahi bahwa penataan 
lembaga adat dan budaya daerah 
Kabupaten Gowa adalah merupakan 
produk hukum daerah yang 
berfungsi untuk merencanakan, 
mengarahkan, mengsinergikan 
program pembangunan agar sesuai 
dengan tata nilai adat istiadat dan 
kebiasaan-kebiasaan yang 
berkembang dalam masyarakat 
demi terwujudnya keselarasan, 
keserasian, perkembangan, keadilan 
dan kesejahteraan masyarakat. 
Kami berharap agar potensi nilai-
nilai adat/budaya dapat dilestarikan 
dan dikembangkan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, pembangunan daerah dan 
pembinaan kemasyarakatan untuk 
kesejahteraan masyarakat 
Kabupaten Gowa. Olehnya itu fraksi 
Menerima 
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kami berharap agar pemerintah 
daerah dapat menggali, membina, 
melestarikan, mengembangkan adat 
istiadat dan memelihara nilai-nilai 
adat budaya yang ada serta dapat 
mempersatukan pemahaman 
terhadap simbol-simbol adat bekas 
kerajaan gowa untuk kemakmuran 
dan kesejahteraan masyarakat 
Kabupaten Gowa. Olehnya itu, kami 
dari fraksi PDI Perjuangan 
mengharapkan bahwa dalam 
penataan kelembagaan adat 
tersebut dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan berdasarkan 
sejarah kebesaran kerajaan Gowa 
yang masih diakui oleh masyarakat 
Gowa sampai saat ini. Peraturan 
perundang-undangan yang 
dimaksud antara lain: 
 
DASAR HUKUM LEMBAGA ADAT 
 
1. UU tahun 1945 Pasal 18B ayat 2, 
“negara mengakui kesatuan 
masyarakat adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai perkembangan 
dan prinsip NKRI yang diatur dalam 
UU Pasal 28 setiap orang berhak 
atas kebebasan berserikat, 
berkumpul, mengeluarkan pendapat. 
Pasal 28I Ayat 3, identitas budaya 
masyarakat tradisional dihormati 
selaras perkembangan zaman 
peradaban. 
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2. ketetapan MPR RI No 
XVII/MPR/1998 Tentang HAM. 
Pasal 41 piagam HAM PBB telah 
diadobsi kedalam perundang-
undangan di Indonesia yang 
dinyatakan identitas dan hak 
tradisional dihormati selaras 
perkembangan zaman (sidang 
umum PBB telah mengesahkan 
United Nation Declaration on the 
right of the indeginious peoples) 
deklarasi PBB Tentang Hak-hak 
kesatuan masyarakat hukum adat 
tanggal 13 september 2007. 
Ketetapan MPR RI No. 
IX/MPR/2001 Tentang pembaruan 
agrarian dan pemanfaatan sumber 
daya alam: 
 
Hak-hak masyarakat adat tersebut 
tidak hanya terbatas hak atas tanah 
ulayat tetapi juga menyangkut 
sumber daya agrarian/sumber daya 
alam, termasuk keragaman budaya 
dalam pengelolaan 
pemenfaatannya. UU No.39 tahun 
1999 tentang HAM pasal 6 ayat 1 : 
dalam rangka menegakka hak asasi 
manusia perbedaan dan kebutuhan 
masyarakat adat harus diperhatikan 
dan dilindungi oleh hukum, 
masyarakat, dan pemerintah. UU No 
28  tahun 2003 tentang mahkama 
konstitusi:  
-Pasal 51 ayat 1 butir B mengatur 
masyarakat hukum adat sebagai 
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subjek hukum atau legal standing. 
Mahkama konstitusi dalam salah 
satu kategori rumusannya, 
permohonan adalah kesatuan 
masyarakat hukum adat sepanjang 
masih hidup dan sesuai 
perkembangan masyarakat dan 
prinsip negara kesatuan republic 
Indonesia yang diatur dalam 
undang-undang. 
-UU No 32 tahun 2004 tentang 
pemerintah daerah: pasal 1 ayat 12 : 
pasal 2 ayat 9: pasal 2003 ayat 3 
ketika ketentuan tersebut 
memperkuat dasar hukum  yang 
terdapat dalam UU NKRI Tahun 
1945 sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya peraturan menteri 
dalam negeri: 
-Peraturan menteri dalam negeri No 
39 Tahun 2007 Tentang pedoman 
fasilitasi ormas bidang kebudayaan, 
keratin, dan lembaga adat dalam 
pelestarian dan pengmbangan 
budaya adat daerah. 
-Peraturan menteri dalam negeri No 
40 tahun 2007 tentang pedoman 
bagi kepala daerah dalam 
pelestarian dan pengembangan 
bahasa negara dan bahasa daerah. 
-Peraturan menteri dalam negeri No 
52 tahun 2007 tentang pedoman 
pelestarian dan pengembangan adat 
istiadat dan nilai-nilai sosail budaya 
masyarakat. 
-Peraturan menteri dalam negeri No 
44 tahun 2009 tentang pedoman 
kerjasama departemen dalam negeri 
dan pemerintah daerah dengan 
organisasi kemasyarakatan dan 
lembaga nirlaba lainnya dalam 
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bidang kesatuan bangsa dan politik 
dalam negeri. 
-Surat Gubernur Sulawesi Selatan 
No 430/1462/SET/ Tanggal 23 april 
2003 perihal pembentukan lembaga 
adat daerah.  
-Peraturan Daerah Kabupaten Gowa 
No 44 tahun 2001 tanggal 31 
desember 2001 tentang 
pemberdayaan, pelestarian, dan 
pengembangan adat istiadat dan 
lembaga adat.  
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan 
bahwa kedudukan raja dalam hal ini 
bukan lagi sebagai penguasa 
tetapihanya sebagai simbol adat dan 
budaya. Yang berkuasa sekarang ini 
adalah pemerintah yang ada di 
kabupaten. Fraksi PDI Perjuangan 
berkesimpulan bahwa ranperda 
yang dimaksud dapat diterima dan 
disetujui untuk dibahas bersama 
melalui pembentukan panitia khusus 
sesuai mekanisme peraturan tata 
tertib DPRD Kabupaten Gowa 
6 Partai Gerindra Terhadap rancangan peraturan 
daerah tentang penataan lembaga 
adat dan budaya Kabupaten Gowa 
menurut pandangan fraksi kami 
adalah: 
1. bahwa keberadaan lembaga adat 
dalam suatu wilayah menjadi hal 
yang sangat penting karena adat 
istiadat dan nilai sosial budaya 
masyarakat merupakan bagian dari 
budaya bangsa 
2. pengaturan lembaga adat dan 
budaya merupakan langkah untuk 
Menerima 
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memlihara ketahanan bangsa 
sebagi pilar dari ketahanan nasional 
3. lembaga adat merupakan 
organisasi kemasyarakatan yang 
telah ada sejak turun temurun dan 
keberadaannya oleh masyarakat 
memiliki kedudukan dan fungsi yang 
strategis dalam pelestarian dan 
pengembangan sesuai dengan 
karakteristik masyarakat adat 
4. adal istiadat dan nilai sosial 
budaya masyarakat merupakan 
salah satu modal sosial yang dapat 
dimanfaatkan dalam rangka 
pelaksanaan pembangunan 
5. lembaga adat harus di tata 
dengan baik mengingat pentingnya 
dan strategisnya peranan tokoh-
tokoh adat dalam seluruh kegiatan 
pembangunan.  
 
7 Partai Amanat 
Nasional 
Untuk menggali, membina, 
melestarikan, memelihara, dan 
mengembangkan nilai-nilai adat dan 
nilai-sosial budaya sebagai landasan 
memperkuat dan memperkokoh jati 
diri masyarakat gowa untuk 
melindungi dan membel hak-hak 
tradisional dan konstitusional 
maasyarakat adat, demi 
kepentingan peningkatan 
kesejahteraan lahiriah dan batinia 
masyarakat Gowa. Untuk 
mewujudkan masyarakat adat 
dengan nilai-nilai sosial buadaya 
yang maju, adil dan sejahtera dalam 
tatanan masyarakat modern. Untuk 
Menerima 
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mempersatukan pemahaman 
terhadap simbol-simbol adat bekas 
kerajaan gowa yang tetap 
dipertahankan sampai saat ini. 
 
Menurut penulis dalam pemandangan umum fraksi-fraksi 
tersebut terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan 
tanggapan dari Pemerintah daerah. Secara umum, pemandangan 
umum fraksi DPRD menyampaikan rekomendasi, saran, pertanyaan 
pada setiap poin dalam kebijakan LAD, dan pernyataan. Hal ini 
dilakukan agar Pemerintah Daerah lebih serius terhadap pelaksanaan 
program kinerja sehingga berjalan maksimal mengingat pada saat 
tersebut Pemerintahan Kabupaten dianggap memasuki masa transisi 
sehingga diperlukan kehati-hatian dalam mengelola kebijakan daerah 
agar segala yang diharapkan dapat tercapai.Pemandangan umum 
fraksi inilah yang menggambarkan sikap politik fraksi di DPRD 
Kabupaten Gowa, tentang Raperda LAD yang ditawarkan pemerintah 
daerah. Pemandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD kiranya dapat 
dilihat bahwa substansi pokok dalam pemandangan umum tersebut 
mengharapkan lahirnya Perda LAD No 5 TAHUN 2016 yang nantinya 
akan lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tetap 
menjaga nilai-nilai adat istiadat dan budaya Gowa dalam rangka 
memperkaya budaya daerah, membangun daerah, dan pembinaan 
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kemasyarakatan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa. 
Dalam pandangan umum fraksi terdapat beberapa bendapat yang 
harus di perhatikan dan dipertimbangkan dalam ranperda LAD 
tersebut , 
4.3.1. Faktor Penghambat 
Komunikasi yang kurang baik antara pemerintah daerah dengan 
keluarga kerajaan 
Komunikasi merupakan jembatan pengertian diantara orang-
orang sehingga mereka dapat membagi pemikiran dan pengetahuan. 
Untuk itu komunikasi sangat diperlukan, sebab tanpa adanya 
komunikasi, pelaku tidak bisa memberi atau menerima suatu informasi 
dalam kerjasama. Sehingga dapat dikatakan komunikasi dapat 
mempengaruhi suatu proses dan interaksi antar manusia.  
Demokrasi dan desentralisasi pembangunan berimplikasi pada 
kehendak mewujudkan kebijakan persebaran pusat-pusat 
kewenangan. Karena itu menjadi penting untuk membuka ruang public 
seluas-luasnya bagi peningkatan akses masyarakat berpartisipasi 
dalam seluruh rangkaian prosesi pembangunan di daerah. Salah satu 
komponen masyarakat yang dipandang memiliki otoritas nyata 
ditengan masyarakat adalah eksistensi adat. Menguatkan hak-hak 
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adat mutlak diperlukan sehingga kemitraan antara pemerintah dan 
adat terkerangka dalam hubungan yang harmonis. 
Namun berbeda dengan keadaan yang terjadi di Kabupaten 
Gowa. Pemerintah dan adat tidak saling bekerjasama dalam proses 
pembuatan kebijakan mengenai peraturan daerah tentang lembaga 
adat daerah di Kabupaten Gowa. Hal ini ditunjukkan denganterjadinya 
konflik antar pemerintah dan komunitas adat , dimana salah satu pihak 
kerajaan yang menentang tentang pembentukan perda tersebut yang 
menganggap bahwa perda ini dibuat tidak mendengarkan aspirasi 
masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pihak adat Bapak 
Maddusila yang merupakan putra dari raja Gowa bahwa: 
“perda ini dibuat, mereka buat sendiri jadi keluarga kerajaan 
tidak pernah terlibat didalamnya. Saya punya partai saja tidak, jadi 
begitu dia rapat langsung tok tok tok.Tidak pernah sosialisasi, 
pokoknya dia yang stir semua maklum dia mau jadi asal jadi. Oleh 
karena itu sampai ke tingkat pusat setelah dipelajari bahwa ini banyak 
sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan dalam rangka 
pembuatan LAD ini sehingga sudah tiga kali surat Kemendagri turun 
untuk segera di evaluasi, dikaji ulang tetapi gubernur tidak pernah 
lakukan itu”. 
 
Menanggapi hal tersebut pihak pemerintah mengungkapkan 
bahwa: 
“7 fraksi yang ada di DPRD termasuk demokrat yang 
belakangan setelah kita masuk pembahasan memberikan 
warna dalam pembahasan juga menerima. Semua fraksi 
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menerima tanpa embel-embel untuk dibahas dalam bentuk 
pansus. Makanya waktu ada aspirasi yang tanda kutip juga di 
motori oleh fraksi demokrat saya sampaikan saudara jangan 
disini lain disitu lain. Kita ini DPRD adalah lembaga terhormat. 
Pendapat yang resmi sebuah fraksi di DPRD adalah di 
pandangan umum itu dan pandangan umum saudara 
menerima.  
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, kurangnya komunikasi 
antar pemerintah daerah dan komunitas adat menimbulkan gesekan 
yang mengakibatkan terjadinya konflik berkepanjangan. Ini 
menandakan bahwa kedua belah pihak tidak saling mendukung dalam 
proses terbentuknya perda tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
Bab V merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari 
pembahasan sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari 
rumusan masalah yang ditetapkan, sedangkan saran merupakan suatu 
masukan atau pandangan unruk menjadi bahan perbaikan terhadap suatu hal 
yang tidak maksimal dalam praktiknya. Berikut adalah pemaparan 
kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan. 
5.1. Kesimpulan 
1. Proses perancangan, pembahasan, dan penetapan dalam pembuatan 
Perda LAD di Kabupaten Gowa telah mengikuti prosedur penyusunan 
Pembuatan Perda yang ada.  Namun melalui proses panjang sebelum 
perda ini di sah kan, ada beberapa pasal yang di ubah termasuk dari judul 
perda ini sendiri setelah diadakan evalusi oleh beberapa pihak 
diantaranya adalah mengenai angka 3 Bupati adalah Bupati Gowa 
sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran 
sombayya; selanjutnya, dalam proses perjalanannya Perda LAD ini 
menimbulkan konflik antar pemerintah daerah dan salah satu komunitas 
adat yang merupakan keturunan langsung dari raja Gowa yang 
menganggap perda ini tidak melalui sosialisasi ke masyarakat adat. 
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2. Proses perancangan, pembahasan dan penetapan Perda LAD di 
Kabupaten Gowa dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor pendukung 
maupun faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi peraturan 
perundang-undangan dan dukungan dari lembaga legislatif. 
Sedangkan Faktor penghambat meliputi Komunikasi yang kurang baik 
antara pemerintah daerah dengan keluarga kerajaan. 
5.2 Saran 
1. Dalam proses perancangan, pembahasan dan penetapan Perda LAD 
di Kabupaten Gowa mengalami dinamika. Hal tersebut dilihat dari 
adanya komunitas adat yang menganggap perda ini di buat tidak 
melalui sosialisasi dengan masyarakat terutama dengan masyarakat 
adat Gowa dalam proses pembahasan. Maka dari itu, pembentukan 
Perda LAD ini harus dipersiapkan secara matang, meningkatkan 
komunikasi antara kedua pihak baik dari pemerintah maupun dari 
komunitas adat  merupakan langkah yang tepat untuk saling 
memberikan masukan dan saran agar kedepannya perda ini bisa 
dijalankan sesuai apa yang menjadi tujuan di dalamnya.  
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